
BUPATILUWU
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURANBUPATILUWU
NOMOR ; '1. TAHitJN 2024

TENTANG

RENCANADETAILTATARUANGKAWASANPERKOTAANLATIMOJONG
TAHUN2024-2043

DENGAI~ RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATILUWU,

Menimbang: a. bahwa untuk menjamm kebutuhan pembangunan,
pelayanan umum dan kepastian hukum bagi rnasyarakat,
maka diperlukan peraturan yang mengarahkan, mengatur
dan mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan
ruang secara rinci di Kawasan Perkotaan Latimojong
dengan memperhatikan aspirasi masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang Kabupaten dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati ten tang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Latimojong Tahun 2024-2043;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan uaeran 1ingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
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3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015
ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerab (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tabun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
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8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan
Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail
Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 329);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan
Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang
Kabupaterr/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 326);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANO RENCANA DETAIL TATA
RUANO KAWASAN PERKOTAAN LATIMOJONG
TAHUN2024-2043.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
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2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten
yang dipimpin oleh camat.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Ruang adalah wadah ruang darat, ruang laut dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah tempat manusia dengan makhluk lain
hidup, untuk melakukan kegiatan dan memelihara
kelangsungan kehidupannya.

5. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTRadalah
hasil perencanaan tata ruang yang merupakan wujud
struktur ruang dan pola ruang.

6. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan
sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat
yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

7. Pola Ruang adalab distribusi peruntukan Ruang dalam
suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk
fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi
daya.

8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan
tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian
pemanfaatan Ruang.

9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTRadalah rencana secara terperinci tentang tata ruang
wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi
kabupaten.

10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTRmeialui
penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya.

11. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau
aspek fungsional.

12. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap biok atau zona
peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci
tata ruang.

13. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WPadalah
bagian dari kabupaten dan/ atau kawasan strategis
kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR, sesuai
araban atau yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang
wilayah kabupaten yang bersangkutan.
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14. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP
adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik
dan terdiri atas beberapa blok.

15. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi
sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti
jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran
udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum
nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan
prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

16. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan
karakteristik spesifik.

17. Subzona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki
fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan
pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang
bersangkutan.

18. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai
sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan
pembangunan berkelanjutan.

19. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi
sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya
buatan.

20. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat KKPRadalah kesesuaian antara rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

21. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan
kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang
dengan RDTR.

22. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau
pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam
penyelenggaraan penataan ruang.

23. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan
daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan
dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BABII
RUANO LINOKUP

Pasal2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi :
a. tujuan penataan WP;
b. rencana struktur ruang;
c. rencana pola ruang;
d. ketentuan pemanfaatan ruang;
e. peraturan zonasi; dan
f. kelembagaan.
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Pasal3

(1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Latimojong ditetapkan
sebagai WP II berdasarkan aspek fungsional dengan luas
7.997,15 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
koma satu lima) hektare.

(2) Batas WP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi :
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Basse

Sangtempe;
b. sebelah tirnur berbatasan dengan Desa Pangi, Kecamatan

Bua Ponrang dan Kecamatan Bajo Barat;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Buntu Sarek,

Desa Lambanan, Desa Tibussan dan Kecamatan Suli
Barat; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Desa To'lajuk.
(3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada

di Kecamatan Latimojong meliputi:
a. sebagian Desa Boneposi;
b. sebagian Desa Kadundung;
c. sebagian Desa Pajang;
d. sebagian Desa Rante Balla;
e. sebagian Desa Tabang;
f. sebagian Desa To'barru; dan
g. sebagian Desa Ulusalu.

(4) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Latimojong dibagi menjadi
3 (tiga) SWP yang terdiri atas :
a. SWP ILAmencakup sebagian Desa Kadundung, sebagian

Desa Pajang, sebagian Desa Boneposi, dan sebagian Desa
Ulusalu terdiri atas Blok II.A.l, Blok II.A.2, dan Blok
II.A.3;

b. SWP II.B mencakup sebagian Desa Boneposi, sebagian
Desa Kadundung, sebagian Desa Rante Balla, sebagian
Desa Ulusalu dan sebagian Desa To'barru terdiri atas
Blok ILB.l, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan

c. SWP II.C mencakup sebagian Desa Rante Balla dan
sebagian Desa Tabang terdiri atas Blok II.C.l dan Blok
II.C.2.

(5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.

(6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan
Latirnojong sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri
dan ketelitian detail inforrnasi skala 1:5.000.

(7) Peta Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tercantum dalam Lampiran I dan peta pembagian SWP dan
Blok pada WP sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



7

BAB III
TUJUAN PENATAANWILAYAHPERENCANAAN

Pasa14

Tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Latimojong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu
mewujudkan WP Latimojong sebagai kawasan pengembangan
pertambangan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

BABIV
RENCANASTRUKTURRUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasa15

(1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b meliputi :
a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan
c. rencanajaringan prasarana.

(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.

(3) Peta rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi :
a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
c. pusat pelayanan lingkungan.

(2) Pusat pelayanan kotaj'kawasan perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.A pada
Blok II.A.I.

(3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di :
a. SWP II.Apada Blok II.A.2; dan
b. SWP II.C pada Blok II.C.I.

(4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi :
a. pusat lingkungan kecamatan; dan
b. pusat lingkungan kelurahari/Desa.
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(5) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.l.

(6) Pusat lingkungan keluraharr/Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b terdapat di:
a. SWP Il.A pada Blok II.A.2; dan
b. SWP II.B pada Blok II.B.l.

(7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000.

(8) Peta rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IVyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal5 ayat (1) huruf b, meliputi :
a. jalan umum; dan
b. jembatan.

(2) Rencanajaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.

(3) Peta rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Vyang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal8

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf a meliputi :
a. jalan kolektor sekunder;
b. jalan Iokal primer;
c. jalan lokal sekunder;
d. jalan lingkungan primer; dan
e. jalan lingkungan sekunder.

(2) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a melintas di SWP II.Adan SWP II.B.

(3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufb melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.

(4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c melintas di SWP II.A, SWP Il.B, dan SWP II.C.
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(5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP
II.C.

(6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)huruf e melintas di SWPII.A,SWPII.B, dan SWPII.C.

Paragraf2
Jembatan

Pasa19

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf b meliputi:
a. jembatan di SWP II.Apada Biok II.A.l dan Biok II.A.2;
b. jembatan di SWP II.B pada Biok II.B.l, Biok II.B.2, dan Biok

II.B.3; dan
c. jembatan di SWP II.C pada Biok II.C.l dan Biok II.C.2.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal10

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasa15 ayat (1) huruf c meliputi :
a. rencana jaringan energi;
b. rencanajaringan telekomunikasi;
c. rencanajaringan sumber daya air;
d. rencanajaringan air minum;
e. rencanajaringan persampahan;
f. rencana jaringan drainase; dan
g. rencanajaringan prasarana Iainnya.

Paragraf2
Rencana Jaringan Energi

Pasa111

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam
Pasa110 huruf a meliputi :
a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana

pendukung;
b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
c. gardu Iistrik.
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(2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. pembangkit listrik tenaga mikro hidro berupa

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Rantebalia di
SWP II.B pada Biok II.B.2; dan

b. pembangkit listrik Iainnya berupa Pembangkit Listrik
Tenaga Minihidro yaitu Pembangkit Listrik Tenaga
Minihidro Rantebalia di SWP II.B pada Blok II.B.2.

(3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. saluran udara tegangan menengah melintas di SWP II.A,

SWP II.B, dan SWP II.C; dan
b. saluran udara tegangan rendah melintas di SWP II.A,

SWP II.B, dan SWP II.C.
(4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

berupa gardu distribusi terdapat di:
a. SWP II.Apada Biok II.A.1 dan Biok II.A.2;
b. SWP II.B pada Biok ILB.1; dan
c. SWP ILC pada Blok II.C.1.

(5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.

(6) Peta rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal12

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasa110 huruf b meliputi :
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa jaringan serat optik melintas di SWP II.A, SWP II.B,
dan SWP II.C.

(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berupa menara base transceiver station
terdapat di:
a. SWP ILApada Biok II.A.2 dan Biok II.A.3;
b. SWP II.B pada Biok II.B.! dan Biok II.B.2; dan
c. SWP II.C pada Biok II.C.1 dan Biok II.C.2.

(4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000.
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(5) Peta rencana jarmgan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIIyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Paragraf4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal13

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf c meliputi :
a. sistem jaringan irigasi; dan
b. bangunan sumber daya air.

(2) Sistemjaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi :
a. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP ILA dan SWP

II.B; dan
b. jaringan irigasi tersier melintas di SWP II.A.

(3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufb meliputi :
a. pintu air terdapat di SWP II.B pada Blok ILB.2; dan
b. prasarana irigasi terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2

dan Blok II.A.3.
(4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000.

(5) Peta rencana jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIIIyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

ParagrafS
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal14

(1) Rencanajaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam
Pasa110 huruf d berupajaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi unit air baku yang terdiri atas :
a. bangunan pengambil air baku terdapat di SWP II.A pada

Blok II.A.2; dan
b. jaringan transmisi air baku melintas di SWP ILA.

(3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
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(4) Peta reneana jaringan air minum sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tereantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Paragraf6
Rencana Jaringan Persampahan

Pasa115

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasa110 huruf e berupa temp at pengeIoIaan sampah
reuse, reduce, recycle.

(2) Tempat pengeIoIaan sampah reuse, reduce, recycle
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di :
a. SWP II.Apada Blok II.A.2; dan
b. SWP II.B pada Blok II.B.3.

(3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000.

(4) Peta rencanajaringan persampahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tereantum dalam Lampiran Xyang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf7
Rencana Jaringan Drainase

Pasal16

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam
Pasa110 huruffmeliputi :
a. jaringan drainase primer; dan
b. jaringan drainase sekunder.

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a melintas di SWP ILA, SWP II.B, dan
SWP II.C.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b melintas di SWP II.A, SWP ILB, dan
SWP II.C.

(4) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.

(5) Peta rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
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ParagrafB
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal17

(1) Rencanajaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasall0 huruf g rneliputi :
a. jalur evakuasi bencana; dan
b. tempat evakuasi.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana pada ayat (1) huruf a
melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP H.C.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi :
a. titik kumpul;
b. tempat evakuasi sementara; dan
c. tempat evakuasi akhir.

(4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
meliputi :
a. Sekolah Dasar Negeri 643 Gamaru di SWP ILApada Blok

II.A.3;
b. Korami1l403-05 Bastern di SWP II.C pada Biok II.C.l;
c. Lapangan Voly Kadundung di SWP II.B pada Blok II.B.l;

dan
d. Gereja Protestan Jemaat Cabang Patte dong di SWP H.C

pada Biok II.C.l.
(5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b meliputi :
a. Kantor Desa Pajang di SWP ILA pada Blok II.A.2;
b. Kantor Desa Boneposi di SWP ILA pada Biok II.A.2;
c. Masjid AI Mujahidin di SWP II.B pada Blok II.B.2;
d. UPTD Puskesmas Latimojong di SWP II.C pada Biok

II.C.l; dan
e. Kantor Desa Tabang di SWP H.C pada Blok II.C.l.

(6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c berupa Puskesmas Latimojong di SWP ILApada Blok
ILA.2.

(7) Rencanajaringan prasarana Iainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000.

(8) Peta rencana jaringan prasarana Iainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XIIyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
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BABV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal18

(1) Rencana poia ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c meliputi :
a. zona lindung; dan
b. zona budi daya.

(2) Rencana poia ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geo~etri
dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.

(3) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasa119

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf a meliputi :
a. zona hutan Iindung dengan kode HL;
b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;dan
d. zona badan air dengan kode BA.

Pasal20

(1) Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dengan Iuas 99,09
(sembilan puluh sembilan koma nol sembilan) hektare
berupa subzona hutan Iindung dengan kode HL.

(2) Subzona hutan Iindung dengan kode HL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 99,09 (sembilan puluh
sembilan koma nol sembilan) hektare terdapat di SWP II.B
pada Biok II.B.3.

Pasal21

(1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana
dimaksud dalam Pasa119 hurufb dengan luas 60,79 (enam
puluh koma tujuh sembilan) hektare berupa subzona
perlindungan setempat dengan kode PS.
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(2) Subzona perlindungan setempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 60,79
(enam puluh koma tujuh sembilan) hektare terdapat di :
a. SWP II.Apada Blok II.A.l, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;

dan
c. SWP II.C pada Blok II.C.2.

Pasal22

(1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana
dimaksud dalam Pasa119 huruf c dengan luas 684,33 (enam
ratus delapan puluh empat koma tiga tiga) hektare
meliputi :
a. subzona rimba kota dengan kode RTH-1;
b. subzona taman kota dengan kode RTH-2;
c. subzona taman RW dengan kode RTH-5;
d. subzona taman RT dengan kode RTH-6;
e. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
f. subzonajalur hijau dengan kode RTH-8.

(2) Subzona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 538,84 (lima
ratus tiga puluh delapan koma delapan empat) hektare
terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3.

(3) Subzona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)hurufb dengan Iuas 143,44 (seratus
empat puluh tiga koma empat empat) hektare terdapat di
SWP ILApada Blok ILA.2.

(4) Subzona taman RW dengan kode RTH-S sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf c dengan luas 1,06 (satu koma
not enam) hektare terdapat di SWP II.Apada Blok II.A.3.

(5) Subzona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,50 (nol koma
lima) hektare terdapat di :
a. SWP II.Apada Blok II.A.1;
b. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
c. SWP II.C pada Biok II.C.2.

(6) Subzona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,47 (nol koma
empat tujuh) hektare terdapat di SWP II.Apada Blok II.A.1.

(7) Subzona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,02 (no1koma
not dual hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan
Biok II.A.3.

Pasa123

(1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf d dengan luas 39,85 (tiga puluh
sembilan koma delapan lima) hektare berupa Subzona
badan air dengan kode BA.
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(2) Subzona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan luas 39,85 (tiga puluh sembilan koma
delapan lima) hektare terdapat di :
a. SWP II.Apada Biok II.A.1, Biok II.A.2, dan Biok II.A.3;
b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;

dan
c. SWP II.C pada Biok II.C.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal24

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 ayat (1)
huruf b meliputi :
a. zona perkebunan rakyat dengan kode KR;
b. zona pertanian dengan kode P;
c. zona pertambangan dengan kode T;
d. zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
e. zona pariwisata dengan kode W;
f. zona perumahan dengan kode R;
g. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
h. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
i. zona perkantoran dengan kode KT;
j. zona peruntukan lainnya dengan kode PL;
k. zona pengeIoIaan persampahan dengan kode PP;
1. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
m. zona badanjalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Perkebunan Rakyat

Pasal25

(1) Zona perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan Iuas 2.228,68
(dua ribu dua ratus dua puIuh delapan koma enam delapan)
hektare berupa Subzona perkebunan rakyat dengan kode
KR.

(2) Subzona perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2.228,68 (dua ribu dua
ratus dua puIuh delapan koma enam delapan] hektare
terdapat di :
a. SWP II.Apada Biok II.A.1, Blok ILA.2, dan Biok II.A.3;
b. SWP II.B pada Biok II.B.1, Biok II.B.2, dan Biok II.B.3;

dan
c. SWP II.C pada Biok I1.C.l dan Biok II.C.2.



https://v3.camscanner.com/user/download
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Paragraf4
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal28

(1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dengan luas
2,29 (dua koma dua sembilan) hektare berupa Subzona
pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.

(2) Subzona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,29 (dua
koma dua sembilan) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok
II.B.2.

Paragraf5
Zona Pariwisata

Pasal29

(1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 huruf e dengan Iuas 0,11 (nol koma satu
satu) hektare berupa Subzona pariwisata dengan kode W.

(2) Subzona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan luas 0,11 (nol koma satu satu) hektare
terdapat di SWP II.B pada Blok 11.B.2.

Paragraf6
Zona Perumahan

Pasal30

(1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 huruf f dengan luas 360,33 (tiga ratus enam
puluh koma tiga tiga) hektare meliputi:
a. subzona peru mahan kepadatan sedang dengan kode

R-3; dan
b. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode

R-4.
(2) Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan Iuas
96,06 (sembilan puluh enam koma nol enam) hektare
terdapat di :
a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;

dan
b. SWP II.B pada Biok II.B.1.

(3) Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas
264,26 (dua ratus enam puIuh empat koma dua enam)
hektare terdapat di:
a. SWP II.Apada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
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b. SWP II.B pada Biok II.B.I, Biok II.B.2, dan Biok II.B.3;
dan

c. SWP II.C pada Biok II.C.I dan Biok II.C.2.

Paragraf7
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal31

(1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g dengan Iuas
12,94 (dua belas koma sembilan empat) hektare meliputi :
a. subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
b. subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.

(2) Subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan Iuas
8,48 (delapan koma empat delapan) hektare terdapat di :
a. SWP II.Apada Blok II.A.1 dan Biok II.A.2;
b. SWP II.B pada Biok II.B.1 dan Biok II.B.2; dan
c. SWP II.C pada Biok II.C.2.

(3) Subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan Iuas
4,46 (empat koma empat enam) hektare terdapat di :
a. SWP II.A pada Biok II.A.I, Biok II.A.2, dan Blok II.A.3;
b. SWP II.B pada Biok II.B.2 dan Biok II.B.3; dan
c. SWP II.C pada Biok II.C.1 dan Biok II.C.2.

Paragraf8
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasa132

(1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana
dimaksud dalam Pasa124 hurufh dengan luas 40,01 (empat
puIuh koma not satu) hektare meliputi :
a. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode

K-2; dan
b. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode

K-3.
(2) Subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas
16,74 (enam belas koma tujuh empat) hektare terdapat di
SWP II.A pada Biok II.A.1 dan Biok II.A.2.

(3) Subzona perdagangan danjasa skala SWP dengan kode K-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas
23,27 (dua puluh tiga koma dua tujuh) hektare terdapat di :
a. SWP ILApada Biok II.A.1 dan Blok II.A.2;
b. SWP II.B pada Biok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
c. SWP II.C pada Biok II.C.1 dan Biok II.C.2.
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Paragraf9
Zona Perkantoran

Pasal33

(1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 huruf i dengan luas 2,16 (dua koma satu
enam) hektare berupa subzona perkantoran dengan kode
KT.

(2) Subzona perkantoran dengan kode KT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,16 (dua koma satu
enam) hektare terdapat di :
a. SWP II.Apada Blok II.A.l dan Blok II.A.2;
b. SWP II.B pada Blok II.B.l dan Blok II.B.2; dan
c. SWP II.C pada Blok II.C.l.

Paragraf 10
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal34

(1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf j dengan luas 0,12 (nol
koma satu dual hektare meliputi subzona instalasi
pengolahan air minum dengan kode PL-3.

(2) Subzona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,12 (nol
koma satu dual hektare terdapat di SWP II.A pada Blok
II.A.2.

Paragraf 11
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal35

(1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k dengan luas
0,43 (nol koma empat tiga) hektare berupa subzona
pengelolaan persampahan dengan kode PP.

(2) Subzona pengelolaan persampahan dengan kode PP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,43 (nol
koma empat tiga) hektare terdapat di :
a. SWP II.Apada Blok II.A.2; dan
b. SWP II.B pada Blok II.B.3.



21

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal36

(1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf 1dengan luas
0,12 (nol koma satu dual hektare berupa Subzona
pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

(2) Subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Koramil
1403-05 Bastem dengan luas 0,12 (nol koma satu dual
hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 13
Zona Badan Jalan

Pasal37

(1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 huruf m dengan luas 116,93 (seratus enam
belas koma sembilan tiga) hektare berupa subzona badan
jalan dengan kode BJ.

(2) Subzona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan Iuas 116,93 (seratus enam
belas koma sembilan tiga) hektare terdapat di :
a. SWP II.Apada Biok II.A.1, Biok II.A.2, dan Biok II.A.3;
b. SWP II.B pada Biok II.B.1, Biok II.B.2, dan Blok II.B.3;

dan
c. SWP ILC pada Blok II.C.l dan Biok ILC.2.

BABVI
KETENTUANPEMANFAATANRUANO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal38

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam
mewujudkan reneana struktur ruang dan rene ana pola
ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Latimojong.

(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas :
a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR;dan
b. program pemanfaatan ruang prioritas.
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Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal39

(1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP Kawasan Perkotaan
Latimojong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2)
huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Konfrrmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal40

(1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi :
a. program perwujudan;
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. instansi pelaksana; dan
e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

(2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi :
a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdapat di SWP dan Iatau Blok.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas :
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi

Sulawesi Selatan;
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
d. swasta; darr/atau
e. masyarakat.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d terdiri atas :
a. kementeriarr/Iembaga;
b. perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
c. perangkat daerah;
d. swasta; danl atau
e. masyarakat.
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(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, meliputi :
a. tahap Ipada periode Tahun 2024;
b. tahap II pada periode Tahun 2025-2029;
c. tahap III pada periode Tahun 2030-2034;
d. tahap IV pada periode Tahun 2035-2039; dan
e. tahap V pada periode Tahun 2040-2043.

(7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam tabel indikasi.

(8) Tabel indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam
Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURANZONASI

Pasal41

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e,
berupa aturan dasar yang meliputi :
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. ketentuan khusus; dan
f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kesatu
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal42

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan laban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas :
a. klasiftkasi I merupakan pemanfaatan

diperbolehkan/ diizinkan;
b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara

terbatas;
c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu;

darr/atau
d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak

diperbolehkan.
(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang

diperbolehkau/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori
kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau
subzona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
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(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan laban yang bersyarat
secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan
penggunaan laban yang dibatasi dengan ketentuan :
a. pembatasan waktu pengoperasian sesuai aturan yang

berlaku dengan kode T1; dan
b. pembatasan pada kegiatan industri mikro dan kecil

dengan kode T2.
(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan laban yang bersyarat

tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan
penggunaan laban yang memerlukan persyaratan tertentu
mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak
yang besar bagi lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan:
a. bersyarat mendukung usaha pertambangan dengan kode

B1;
b. bersyarat menyediakan laban pengganti terhadap lahan

pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan
dengan kode B2; dan

c. bersyarat memiliki izin pertambangan dengan kode B3.
(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan laban yang tidak

diperbolehkan dengan klasiftkasi X sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan
laban yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan
laban yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak
yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan laban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. zona lindung; dan
b. zona budi daya.

(7) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a
meliputi :
a. zona hutan lindung dengan kode HL berupa subzona

hutan lindung dengan kode HL;
b. zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa

subzona perlindungan setempat dengan kode PS;
c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH meliputi :

1. subzona rimba kota dengan kode RTH-l;
2. subzona taman kota dengan kode RTH-2;
3. subzona taman RW dengan kode RTH-5;
4. subzona taman RT dengan kode RTH-6;
5. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
6. subzonajalur hijau dengan kode RTH-8; dan

d. Zona badan air dengan kode BA berupa subzona badan
air dengan kode BA.
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(8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf b meliputi :
a. zona perkebunan rakyat dengan kode KRberupa subzona

perkebunan rakyat dengan kode KR;
b. zona pertanian dengan kode P meliputi :

1. subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
2. subzona hortikultura dengan kode P-2; dan
3. subzona perkebunan dengan kode P-3;

c. zona pertambangan dengan kode T berupa Subzona
pertambangan minerallogam dengan kode MLG;

d. zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL
berupa subzona pembangkitan tenaga listrik dengan
kode PTL;

e. zona pariwisata dengan kode W berupa subzona
pariwisata dengan kode W;

f. zona perumahan dengan kode R meliputi:
1. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode

R-3; dan
2. subzona peru mahan kepadatan rendah dengan kode

R-4;
g. zona saran a pelayanan umum dengan kode SPU

meliputi :
1. subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;

dan
2. subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3;

h. zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi :
1. subzona perdagangan danjasa skala WP dengan kode

K-2; dan
2. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan

kode K-3;
i. zona perkantoran dengan kode KT berupa subzona

perkantoran dengan kode KT;
j. zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa

subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)dengan
kode PL-3;

k. zona pengelolaan persampahan dengan kode PP berupa
subzona pengelolaan persampahan dengan kode PP;

1. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HKberupa
subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
dan

m. zona badanjalan dengan kode BJ berupa subzona badan
jalan dengan kode BJ.

(9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan laban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati
ini.
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Bagian Kedua
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal43

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal41 hurufb meliputi :
a. koefisien dasar bangunan maksimum;
b. koefisien lantai bangunan maksimum;
c. koefisien dasar hijau minimal;
d. luas kaveling minimum;
e. koefisien tapak basemen maksimum; dan
f. koefisien wilayah terbangun maksimum.

(2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal44

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal41 huruf c meliputi :
a. ketinggian bangunan maksimum;
b. garis sempadan bangunan minimum;
c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang

minimum.
(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal45

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 huruf d mengatur jenis prasarana
dan sarana pendukung minimal yang harus ada pada setiap
zona peruntukan.

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan
dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan
lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan
sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran XVIyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
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Bagian Kelima
Ketentuan Khusus

Pasa146

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
huruf e, terdiri atas :
a. laban pertanian pangan berkelanjutan;
b. kawasan rawan bencana;
c. tempat evakuasi bencana;
d. kawasan sempadan; dan
e. kawasan pertambangan mineral dan batu bara.

Pasa147

(1) Ketentuan khusus laban pertanian pangan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dengan luas
120,37 (seratus dua puluh koma tiga tujuh) hektare
terdapat di subzona tanaman pangan terdapat di :
a. SWP II.A pada Blok II.A.l, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;

dan
b. SWP II.B pada Blok II.B.! dan Blok II.B.3.

(2) Ketentuan khusus laban pertanian pangan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan :
a. kawasan tanaman pangan hanya dikhususkan untuk

kegiatan pertanian tanaman pangan mulai dari produksi
dan penanganan pasca panen tanaman pangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian
secara terbatas dengan syarat menunjang
pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi
utama kawasan;

c. kegiatan penelitian dan pendidikan dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f. kegiatan yang merusak jaringan irigasi dan jaringan
infrastruktur lainnya tidak diperbolehkan;

g. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan
tanaman pangan yaitu pembangunan sarana dan
prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian
tanaman pangan; dan

h. ketentuan lain dalam kawasan tanaman pangan yang
dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah
harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam
peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5. 000.

(4) Peta ketentuan khusus lahan pertanian pangan
berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasa148

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:
a. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan laban

tingkat sedang;
b. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan laban

tingkat tinggi; dan
c. kawasan rawan bencana tanah Iongsor tingkat tinggi.

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran
hutan dan laban tingkat sedang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. subzona perlindungan setempat terdapat di :

1. SWP II.Apada Blok II.A.l dan Blok II.A.2;
2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Biok II.B.2, dan Biok II.B.3;

dan
3. SWP II.C pada Blok II.C.2;

b. subzona rimba kota terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
c. subzona taman kota terdapat di SWP II.A pada Blok

II.A.2;
d. subzona taman RT terdapat di:

1. SWP II.B pada Biok II.B.3; dan
2. SWP II.C pada Blok II.C.2;

e. subzona pemakaman terdapat di SWP II.A pada Blok
II.A.l;

f. subzonajalur hijau terdapat di SWP II.Apada Biok II.A.l;
g. subzona perkebunan rakyat terdapat di:

1. SWP ILApada Biok II.A.l dan Blok ILA.2;
2. SWP II.B pada Blok II.B.l, Biok II.B.2, dan Blok II.B.3;

dan
3. SWP II.C pada Biok II.C.1 dan Biok II.C.2;

h. subzona tanaman pangan terdapat di :
1. SWP ILApada Biok II.A.1 dan Biok II.A.2; dan
2. SWP ILB pada Blok II.B.l dan Blok II.B.3;

i. subzona hortikultura terdapat di:
1. SWP ILApada Biok II.A.l dan Biok II.A.2; dan
2. SWP II.B pada Biok II.B.l, Biok II.B.2, dan Blok II.B.3;

j. subzona perkebunan terdapat di:
1. SWP ILApada Blok II.A.l dan Biok II.A.2;
2. SWP II.B pada Biok II.B.l, Biok II.B.2, dan Blok II.B.3;

dan
3. SWP II.C pada Blok II.C.l dan Biok II.C.2;
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k. subzona pertambangan mineral logam terdapat di SWP
II.B pada Blok II.B.I dan Blok II.B.2;

1. subzona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP
II.B pada Blok II.B.2;

m. subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
1. SWP ILApada Blok ILA.1 dan Blok II.A.2; dan
2. SWP II.B pada Blok II.B.I;

n. subzona perumaban kepadatan rendab terdapat di :
1. SWP ILApada Blok ILA.2;
2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
3. SWP II.C pada Blok II.C.I dan Blok II.C.2;

o. subzona SPU skala kecamatan terdapat di :
1. SWP II.A pada Blok II.A.I; dan
2. SWP II.B pada Blok II.B.I;

p. subzona SPU skala kelurahan terdapat di :
1. SWP II.Apada Blok II.A.I;
2. SWP ILB pada Blok II.B.2; dan
3. SWP II.C pada Blok II.C.I dan Blok ILC.2;

q. subzona perdagangan danjasa skala WP terdapat di SWP
II.A pada Blok ILA.I;

r. subzona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di :
1. SWP ILApada Blok ILA.I; dan
2. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan

s. subzona instalasi pengolahan air minum terdapat di SWP
ILApada Blok II.A.2.

(3) Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan laban
tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi :
a. subzona perkebunan rakyat terdapat di SWP II.C pada

Blok ILC.2; dan
b. subzona perkebunan terdapat di SWP II.C pada Blok

II.C.1 dan Blok II.C.2.
(4) Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. subzona perlindungan setempat terdapat di :

1. SWP ILApada Blok ILA.I, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;

dan
3. SWP ILC pada Blok II.C.2;

b. subzona rimba kota terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
c. subzona taman kota terdapat di SWP II.A pada Blok

ILA.2;
d. subzona taman RW terdapat di SWP II.Apada Blok II.A.3;
e. subzona taman RT terdapat di:

1. SWP ILApada Blok ILA.1;
2. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
3. SWP II.e pada Blok II.C.2;
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f. subzona pemakaman terdapat di SWP II.A pada Blok
II.A.l;

g. subzona jalur hijau terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.l
dan Blok II.A.3;

h. subzona perkebunan rakyat terdapat di :
1. SWP II.A pada Blok II.A.l, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
2. SWP II.B pada Blok II.B.l, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;

dan
3. SWP II.C pada Blok II.C.l dan Blok II.C.2;

i. subzona tanaman pangan terdapat di :
1. SWP ILApada Blok II.A.l, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;

dan
2. SWP II.B pada Blok II.B.l dan Blok II.B.3;

j. subzona hortikultura terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;

dan
3. SWP II.C pada Blok II.C.1;

k. subzona perkebunan terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.l, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;

dan
3. SWP II.C pada Blok II.C.l dan Blok II.C.2;

1. subzona pertambangan mineral logam terdapat di SWP
II.B pada Blok II.B.l dan Blok II.B.2;

m. subzona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP
II.B pada Blok II.B.2;

n. subzona kawasan pariwisata terdapat di SWP II.B pada
Blok II.B.2;

o. subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;

dan
2. SWP II.B pada Blok II.B.l;

p. subzona peru mahan kepadatan rendah terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;

dan
3. SWP II.C pada Blok II.C.l dan Blok II.C.2;

q. subzona SPU skala kecamatan terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.l dan Blok II.A.2;
2. SWP II.B pada Blok II.B.l dan Blok II.B.2; dan
3. SWP II.C pada Blok II.C.2;

r. subzona SPU skala kelurahan terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
2. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
3. SWP II.C pada Blok II.C.l dan Blok II.C.2;

s. subzona perdagangan danjasa skala WP terdapat di SWP
II.A pada Blok II.A.l dan Blok II.A.2;
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t. subzona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
1. SWP ILApada Blok II.A.1 dan Biok II.A.2;
2. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;

u. subzona perkantoran terdapat di:
1. SWP II.Apada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
2. SWP II.B pada Biok II.B.1 dan Biok II.B.2; dan
3. SWP II.C pada Blok II.C.1;

v. subzona instalasi pengolahan air minum terdapat di SWP
II.Apada Blok II.A.2;

w. subzona pengelolaan persampaban terdapat di:
1. SWP II.Apada Blok II.A.2; dan
2. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan

x. subzona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP II.C
pada Blok II.C.l.

(5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran
hutan dan laban tingkat sedang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan :
a. penyediaan informasi tentang jalur evakuasi bencana

dan temp at evakuasi bencana;
b. penyediaan peringatan dini kebakaran hutan dan laban;
c. penyediaan akses kendaraan pemadam kebakaran; dan
d. dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi

menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan laban.
(6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran

hutan dan laban tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan :
a. penyediaan informasi tentang jalur evakuasi bencana

dan tempat evakuasi bencana;
b. penyediaan peringatan dini kebakaran hutan dan laban;
c. penyediaan akses kendaraan pemadam kebakaran;
d. dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi

menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
dan

e. melakukan kegiatan penghijauan dan reboisasi pasca
bencana.

(7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor
tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan :
a. melakukan rekayasa teknis di areal rawan longsor

berupa pembuatan bronjong atau pembuatan dinding
penahan tanah; dan

b. pemasangan rambu longsor serta sensor sistem
pendeteksi tanah Iongsor.

(8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000.
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(9) Peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam
Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal49

(1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 huruf c terdiri atas :
a. tempat evakuasi semen tara; dan
b. tempat evakuasi akhir.

(2) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi :
a. subzona SPU skala kecamatan terdapat di SWP II.B pada

Blok II.B.l;
b. subzona SPU skala kelurahan terdapat di :

1. SWP ILApada Blok II.A.3;
2. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
3. SWP II.C pada Blok II.C.l;

c. subzona perkantoran terdapat di:
1. SWP II.Apada Blok II.A.2; dan
2. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan

d. subzona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP II.C
pada Blok II.C.l.

(3) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berupa subzona SPU skala kecamatan terdapat di
SWP ILApada Blok II.A.2.

(4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
a. ketersediaan areal atau ruang terbuka yang cukup

memadai;
b. ketersediaan tempat yang cukup terlindung dari

jangkauan bahaya langsung atau tidak langsung dari
bencana;

c. ketersediaan tempat naungan atau ruang sementara
terutama bagi kelompok rentan;

d. kemudahan akses mobilisasi dan perpindahan ke lokasi
yang lebih aman dan lebih cepat;

e. ketersediaan sarana komunikasi memadai yang
terhubung dengan struktur organisasi kedaruratan;

f. ketersediaan sistem peringatan dini terhadap bencana
alam;

g. ketersediaan sarana pertolongan pertama;
h. ketersediaan petajalur evakuasi yang mudah dibaca dan

dipahami secara cepat; dan
i. ketersediaan rambu jalur, arah evakuasi, dan titik

kumpul evakuasi.
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(5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000.

(6) Peta ketentuan khusus tempat evakuasi bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

PasalSO

(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 huruf d berupa sempadan sungai
terdapat di :
a. subzona pertambangan mineral dan Iogam terdapat di

SWP II.B pada Blok II.B.2;
b. subzona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP

II.B pada Biok Biok II.B.2;
c. subzona peru mahan kepadatan sedang terdapat di SWP

n.x pada BIok II.A.l dan SIok II.A.2;
d. subzona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP

II.B pada Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
e. subzona SPU skala kecamatan terdapat di SWP II.B pada

Biok II.B.l dan Biok II.B.2;
f. subzona SPU skala kelurahan terdapat di SWP II.B pada

Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
g. subzona perdagangan danjasa skala WP terdapat di SWP

II.Apada Siok II.A.l dan Biok ILA.2;
h. subzona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:

1. SWP II.Apada Biok II.A.1; dan
2. SWP II.B pada Biok II.B.2 dan Biok II.B.3; dan

i. subzona instalasi pengolahan air minum terdapat di SWP
II.Apada Biok II.A.2.

(2) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
a. kegiatan eksisting yang sudah memiliki izm tetap

diperboIehkan namun tidak boleh ada pengembangan;
b. tidak diizinkan pend irian kegiatan terbangun di

sempadan sungai kecuali untuk bangunan utilitas dan
fungsi kepentingan umum;

c. dilarang membuang limbah secara Iangsung ke badan
air; dan

d. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul
untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan
badan tanggul dilakukan dengan Iarangan:
1. menanam tanaman selain rumput;
2. mendirikan bangunan; dan
3. mengurangi dimensi tanggul.
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(3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000.

(4) Peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasa1S1

(1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan
batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e
meliputi:
a. subzona badan air terdapat di :

1. SWP 11.Apada Siok Il.A.2 dan Slok II.A.3;
2. SWP II.B pada Blok II.B.l, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;

dan
3. SWP II.C pada Blok II.C.2;

b. subzona perlindungan setempat terdapat di :
1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
2. SWP II.B pada Blok II.B.l, Biok II.B.2, dan Biok II.B.3;

dan
3. SWP II.C pada Biok II.C.2;

c. subzona rimba kota terdapat di SWP II.B pada Biok II.B.3;
d. subzona taman kota terdapat di SWP II.A pada Blok

II.A.2;
e. subzona taman RW terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3;
f. subzona taman RT terdapat di:

1. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
2. SWP II.C pada Biok II.C.2;

g. subzonajalur hijau terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3;
h. subzona badan jalan terdapat di:

1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
2. SWP II.B pada Blok II.B.l, Biok II.B.2, dan Blok II.B.3;

dan
3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;

i. subzona perkebunan rakyat terdapat di:
1. SWP II.A pada Biok II.A.2 dan Blok II.A.3;
2. SWP II.B pada Blok II.B.l, Biok II.B.2, dan Blok II.B.3;

dan
3. SWP II.C pada Blok II.C.l dan Biok II.C.2;

j. subzona tanaman pangan terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
2. SWP II.B pada Blok II.B.3;

j. subzona holtikultura terdapat di :
1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Biok II.A.3;
2. SWP II.B pada Biok II.B.1, Biok II.B.2, dan Blok II.B.3;

dan
3. SWP II.C pada Blok II.C.l;
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k. subzona perkebunan terdapat di :
1. SWP II.Apada Biok II.A.2 dan Biok II.A.3;
2. SWP II.B pada Biok II.B.1, Biok II.B.2, dan Biok II.B.3;

dan
3. SWP II.C pada Biok II.C.1 dan Biok II.C.2;

1. subzona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP
II.B pada Biok II.B.2;

m. subzona pariwisata terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
n. subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP

II.B pada Biok II.B.1;
o. subzona perumahan kepadatan rendah terdapat di :

1. SWP II.A pada Biok II.A.2 dan Biok II.A.3;
2. SWP II.B pada Biok II.B.1, Biok II.B.2, dan II.B.3; dan
3. SWP II.C pada Biok II.C.1 dan Biok II.C.2;

p. subzona SPU skala kecamatan terdapat di :
1. SWP II.Apada Biok II.A.2;
2. SWP II.B pada Biok II.B.1 dan Biok II.B.2; dan
3. SWP II.C pada Biok II.C.2;

q. subzona SPU skala kelurahan terdapat di :
1. SWP ILApada Biok II.A.2 dan Biok II.A.3;
2. SWP II.B pada Biok II.B.2 dan Biok II.B.3; dan
3. SWP II.C pada Biok II.C.l dan Biok II.C.2;

r. subzona perdagangan danjasa skala WP terdapat di SWP
II.A pada Biok II.A.2;

s. subzona perdagangan danjasa skala SWP terdapat di :
1. SWP II.Apada Biok II.A.2;
2. SWP II.B pada Biok II.B.2 dan Biok II.B.3; dan
3. SWP II.C pada Biok II.C.l dan Biok II.C.2;

t. subzona perkantoran terdapat di:
1. SWP II.Apada Biok II.A.2;
2. SWP II.B pada Biok II.B.2; dan
3. SWP II.C pada Biok II.C.1;

u. subzona pengelolaan persampahan terdapat di :
1. SWP II.A pada Biok II.A.2 dan
2. SWP II.B pada Biok II.B.3; dan

v. Subzona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP II.C
pada Biok II.C.I.

(2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan
batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
a. kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan Iatau

ekspioitasi tambang wajib menerapkan pelaksanaan
kaidah teknik pertambangan yang baik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. kegiatan reklamasi dan/ atau pasca tambang harus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
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c. kegiatan pengelolaan sisa tambang dalam bentuk padat,
cair, atau gas sampai harus memenuhi standar baku
mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;

d. kegiatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan
industri pengolahan dan pemumian hasil pertambangan
harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. kegiatan sistem jaringan transportasi, jarmgan
telekomunikasi, jaringan energi, jaringan sumber daya
air dan jaringan prasarana lainnya pendukung kegiatan
pertambangan dibangun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

f. kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
untuk masyarakat di sekitar kawasan pertambangan
wajib dilakukan sebagai pelaksanaan program tanggung
jawab sosial dan lingkungan tabunan;

g. kegiatan usaha tambang diluar izin usaha pertambangan
yang berlaku tidak diizinkan untuk dilakukan;

h. sarana dan prasarana minimum kawasan pertambangan
mineral dan batu bara, terdiri atas:
1. fasilitas transportasi;
2. fasilitas telekomunikasi;
3. fasilitas perkantoran;
4. fasilitas tenaga listrik, air bersih, dan sanitasi;
5. fasilitas keselamatan kerja; dan
6. temp at evakuasi danjalur evakuasi bencana.

(3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan
batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri
dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.

(4) Peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan
batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal52

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 huruf f, terdiri atas :
a. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
b. aturan peralihan.
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(2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang
memberikan insentifbagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan
dampak positif bagi Masyarakat, serta yang memberikan
disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak
sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan
dampak negatif bagi Masyarakat.

(3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda
dengan fungsi ruang Zona peruntukannya.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal53

(1) Penyelenggaraan RDTR dilaksanakan oleh Forum Penataan
Ruang.

(2) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan
tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait koordinasi
penyelenggaraan penataan ruang.

BABIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa154

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin pemanfaatan
ruang atau KKPRberlaku ketentuan :
a. 1Z1n pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah

dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini
tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin;

b. Pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Latimojong
yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau
KKKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan
Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan
Peraturan Bupati ini; dan

c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa
berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti
melalui mekanisme penerbitan KKPR.
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BABX
KETENTU AN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal : ,1 ~Juli 2024

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 31 Juli 2~2~

SEKF..ET~~JS DAEF_.t\H !LAR1JPATEN Ll.TWU,

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 NOMOR 31
Lencvchitamarsip I D I tvc !I"trbup 2(1'24
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LAMPlRAN XIV
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR :}t TAHUN 2024
TENTANO
RENCANA DETAIL TATA RUANO KAWASAN PERKOTAAN LATIMOJONO

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

.... ..=-~ -- T -m' ..- ._,..__ ._..
'iiiIIl

~ rnmm i - =.. ,_ 'm:m:m , .. , , . , .. aim. ~- ~
, I I .,... • • ,

t 1',
r

r: PERWUJtIDAK RElfCAl'fA
_- .- . - -- 1-'- .-. --.

: RUAKG :
A ~::;.!:,:;:~"n
I

~.~:~~a~~g~am Penataun
:.;,."

1.1
~~:/::~::a'::;"rkotAan

I
i

I I 03 09 2.01 0007 SWP I1.A pad a APBD Kab. BAPPELIT
Pcngcrnbangan dan Blck H.A.I BANGDA dan
Peningkatan Kualitas Pusat Dinas PUTR
Pclayanan Kotal Kawasan
Perkotaan

2 330034.01 APBD Dinas Swasta

I
Pembangunan dan Kab./ I Perdagangan
Pengelolaan Sarana Swasta dan Dinas
Perdazanaan PUTR

1.2 Sub PuSBt I

Kota/ KawaslI~'JP;;i<:;':t~An I I
I 103092.010007 • SWP I1.A APBD Kab, - 0 BAPPELIT 0

Pcngembangan dan pada Blck B!\NGDA dan
Peningkatan Kualitas Sub II.A.2. Dina" PUrR
Pusat Pelayanan • SWP II.C
Koto./Kuw!lsan Perkotaan puda Blck

II.C.l.
2 012.07 DOli SWP II.A pada APBD 0 0 Dinas PUTR Swasta

Pengadaan Sarana dan Blok 11.A.2 Kab./
Prasarana Pendukung Swasia
Gedung Kantor atau
Rnn1711n"n, Lainnya

3 1 02 02 2.04 0003
~~~:::gada

APBD Kab. 0 Dinas
I1(~.~hMAn
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4 1 02023.020047 APBD Kab, Dines
Pclaksanaan Dul<ungan Kesehatan
Pclayanan Kcsehatan
Lainnya

'1-:-3- Pus at Pda0i"ii8i1Lin'gJilln~an
1.3.1 Pusat .inakunaen

1 1 03092.01 0007 SWP H.C ~ada APBD Kab. - BAPPELIT
Pengembangan dan BioI< II.C.l BANGDA dan
Peningkatan Kualitas Pusat Dinas PUTR
Lingk;:;ngan 1(e~nm~' >n

2 01 2.07 DOll APBD Dinas PUTR Swasta
Pengaduan S[I,.8I1a dan Kab./
Prasarana Pendukung Swasta
Gedung Kantor arau
R~nO'lln~n Lainnya

1.3.2 Pusat . lr,,,,a.
1(,·1, . :;::~~/D;::'

I 1 03092.01 0007 • SWP II.A APBO Kab. - BAPPELIT -
Pengembangan dan pada Blok BANGDA dan
Pcningkatan Kualitas Pusat II.A.2. Dinas PUTR

in"k"n<Ton 1(pl"roh "'/Desa • SWP JI.B
2 01 2.070011 pada Blok APBD - Dinas PUTR Swaata

Pengaduan Sarene dan 11.8.1. Kab./
Prasarana Pendukung SV.IB.sta
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

B Reneana Jnringan ,
!

.•;1. .valanUmum
1 ~03 10 Program

araan Jnlan
1 1 03 102.01 0032 WP Kawasan APBD Kab.

1 03 10 2.01 0034 Perkotnan I Pcrhubungau/
Penyusunan Database Latimojong Dinas PUTR
.Jaringan Jalan

.1.1 .Jalan Kolektoi Sekundcr
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I I 03 10 J ,01 003!l jalan kolcktor APBD Dinas Dinas

103101.010042 sekunder Prov./APBD Perhubungan Pcrhubungan/
Peningkatan dan mclintas di Kub, /Diuns Dinas PUTR
Pcngcmbangan .Jalan SWP 11.Adan Sumber Daya
Kolektor Sckunder SWPIl.B. Air, Cipta

Karya, dan
Tata Ruans;

1.2 .Jalan Lokal Primer
i I 03 102.0 I 0032 jalan lokal APBD Kab. - Dinas -

I 03 102.01 0034 primer Perhubungarr/
Peningkatan dan melinras di Dinas PUTR
Pengernbangan Jalan LokaJ SWP IT.A,
Primer SWP If.B, dan

2 J 03 102.01 0032 SWPII.C. APBD Knb. - Dinas -
Pembangunan Je.1an Perhubungarr/

Dinas PUTR
1.3 Jala.n Lokal Sckundcr

,
I 103102.010032 jalan lokal APBD Kab, - Dina.

I

1 03 102.01 0034 sekunder Perhubungan/
Peningkatan dan melintas eli Dinas PUTR
Pengernbangan JaJan Lokal SWPII.A,
Sekurider SWP II.B, dan

SWPll.C.
1.4 .Jalan Linakunzan Primer

I Peningkatan .Jalan jalan APBD I<ab. -

I
Dinas

Lingkungan Primer Iingkungan Pcrhubungarr/
primer Dinas PUTR
melintas di
SWPII.A,
SWP II.B, dan
SWP H.C,

2 J 03 102.010032 jalan APSD I<ab. - - Dinas
Pembangurian Jalan lingkungan Perhuburigan Z

primer Dinas PUTR
melintas di

1.5
SWPII.C.

.Jalan Lingkurrgan Sekunder I
1 Pcningkatan Jalan SWP Il.A, APBD Kab. - - Dinas -

Lingkungan Sckunder SWP U.B dan Perhubungarr/
SWPll.C. Dinas PUTR
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2 J 03102,01 0032 i:::~,uigan
APBD Kab, Dinas ,

Pcmbangunan Jalan Perhubungun/
0, ,,,,,I.,, Dinas PUTR

di
SWP 1l.A.

1,6 ~n
1 Perneliharaan .Jembatan jembatan di: APSD Kab. , Dinas

SWP ILA Perhubungan/
pada BIoI< Dinas pum
H.A.I dan
Slok ILA,2.
SWP II.B
pada Blok
II,B.1,Blok
1[,8.2, dan
BioI< II.B,3.

, SWPlI.C
pada Blok
II.C.I dan
SInk II.C,2.

C !encana Jaringan

C.I
=~d:~:cana

I ] 04 05 Program
Peningkatan Prasarana,
Sa.ran-;', dan Utilttas Umurn

a •~:~UJ~U;a~na I
I II

1.1 :;;;::o~~~~~~Jtnaga
1 Pengembangan Kapasitas PLTMI-I APBN/ Kementerian Dinas En.ergi Dina. PUTR PT. PLN/

Pelayanan Pernbangkit Ranteballa di AP13D ~nergi dan dan Sumber Swasla
Listrik Tenaga Mikro I-lidro SWP II.B pada Prov,/AP8D Sumber Daya Daya Mineral
(PLTMI'I) Blok 11,8.2 Kab,/ Mineral

8UMN!
Swasta
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I!!brnI!ll!!n
1.2 0.._-"; Listrik LWnnya 1
1 ~engembangan Kapasiras PLTM ~;,~~/ an Dinas Energi I Dinas PUTH 1'1'. PLN/

Pelayanan Pembangkit Ranteballa di Energi dan dan Sumber Swasta
Listrik Tenaga Minihidro SWP II.B pada Pvov.] APBD Sumber Daya Daya Mineral
IPLTM) Blol<II.B.2 Kab./ Mineral

BUMN/
Swasta

l) ~~~~an'il ,""u"Tenaga I

1.1
'~U~~~T~~fMgan ! I

I I 04 053.01 0006 -SWP II.A,
~~~~/

Kemenrerian Dinas Energi Dinas PUTR PT. PLN/
Pengembangan Saluran SWP II.B, dan Energi dan dan Sumber Swasta
Udara Tegangan Menengah SWPII.C. Prov./ Sumber Daya Daya Mineral
ISUTMI APED Mineral

Keb./
BUMN/
Swas!!':

1:2 ~nUdaraTegangan :
Rendah (SUTRI I ,

I I 04053.01 0006 SWPIl.A, APBN/ n~m~"'~"tu Dinas Energi Dinas PUTR PT. PLN/
Pcngcmbangan Saluran SWP II.B, dan APBD Encrgi dan dan Surnber Swasta
Udara Tegangan Rendah SWPIl.C. Prov./APED Surnber Daya Daya Mineral
ISUTR) Kab./ Mineral

BUMN/
Swasta

2 Pcrnbangunan Salurnn SWPII.C AP13N/ Kcmcntertan Dinas En.ergi Dinas PUTR PT. PLN/
Udara Tegangan Rcndah APBD Energi dan dan Sumber Swasra
(SUTRI Prov./APBD Sumber Daya Daya Mineral

Kab./ Mineral
BUMN/
Swasta

c Gardu Liatrik I

1.1 oa:;:(lU Distribusi I
I I 04 053.01 0006 SWP II.A APED Dinas PUTR PT. PI.N/

Pengcrnbangan Gardu pada Blok Kab./ Swasta
Distribusi II.A.I dan BUMN/

Slok II.A.2. Swasta
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,. sWP II.B I ipnda Blok
II.B.I.

• SWPII.C
pada Blok

IH.C.1.
C.2 Perwujudan Rencana

---r-- Jaringan Telekomunikasl J
Program Pengembangan
Prasarana Tclekomunikasi

1.1 Jaringan Tctap
1.1.1 Jatingan Serat Optik

J 2 16022.01 0013 SWPII.A, APBN/ Kementcrian - Dinas Swasta
Pcnycdiaan .Iaringan Scrat SWP II.B, dan APBD Kornunikasi dan Komunikasi,

i
Optik SWPll.C. Kab./ Jnrormatika Infonnatika,

SW89tB Statistik dan
Persandlan

2 Opcra.sionaI dan APBN/ Kcmenlcrian Dinas Swasta

I
Pemeliharaan Jatingan Serat APBD Komunikasi dan Komunikasi,

,0pLik Kab./ Inforrnatika Infonnatika,
Swasta I Statistik dan

Persandian

~ Jaringan 8ergcrak Sclulcr
1.2.1 Menara Base Transceiver

Station (BTS)

I I Pcmcliharaan dan • SWP II.A APBN/ Kcmcmcrlan - I Dinas Swasla
Pcmbangunan Menara Base pad a Blok APBD Kornunlkasi dan Komunikasi,
Transceiver Station (BTS) II.A.2 dan Kab./ Informntika IIIlormatika,

BioI< II.A.3. SWQSla Statiatik dan
• SWP II.B Persandian

pad a Blok
II.B.I dan
Blok II.B.2.

• SWP II.C
pad a Blok
II.C.I dan

IBlok JJ.C.2.
C.3 Perwujudan Rencano I.Iaringan Sumber Daya Air
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J Program Pengernbangan ISumbcr Dava Air
1.1 Sistem duringan IriResi

1.J.l .Jartnzan [rillesi Selrunder I
I Pcmbangunan Jaringan SWP ILA dan APBD - Dinas Sumbcr Dlnas PUTR

Irigasi Sckundcr SWP ILB Prov./APBD Daya Air,
Knb. Cipta Karya,

dan Tata
Ruang

2 Pemeliharaan Jaringan APBD - Dinas Sumber Dinas PUTR -
lrigosi Sekunder Prov./APBD Daya Air,

Kab. Cipta Karya,
dan Tata
Ruang

3 Pengembangan Jaringan SWPILA APBD - Dinas Surnber Dina. rUTR -

I
Irigasi Sekunder Pmv./APBD Daya Air,

K"b. Cipra Karya,
dan Tala
Ruang I

I.1.2 .Jaringan lrigasi Tersier
I Pembangunan Jaringan

I
SWPILA APBD Dinas Sum bel' Dinns PUTR

Irigosi Teraier Prov,/APBD Daya Air,

I
Kab. Cipia Karya,

dan Tata

~
Ruanz

Pengembnngan dan APBD Dinas Sumber Dines PUTR
Pemeliharuan .Jaringan Prov./APBD Daya Air,
Irigasi Tersier Kub. Cipta Karya,

Idan Tata
Ruan!1,

1.2 Banaunnn Sumbcr Dava Air

~ PlntuAir
1 Perneliharaun dan SWP II.B pada APBN/ Kemenrerian Dina" PUTR

Pengembangan Pintu Air Blok ILB.2 APBD I<Hb. Pekerjaan
Umum
dan Perurnahan
Rakvat

~ Prasarana Irigas!
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I Pcmeliharuan dnn SWP II.A pada APBN/ Kemcntcrinn Dinns PUTR -
Pernbangunan Prusarana Bluk II.A.2 APBD Kab. Pekcrjaan

i
lrigasi dan Blok Umum

II.A.3 dan Pcrumahnn IRakyatr C.4 Perwujudan Renea.na i.Jarinaan Air Mlnum
1 J 03 07 Program

Penzembanzan Permukiman
a JarinJ:!.llll Pcrplpaan I ,

1.1 Unit Air Baku I
1.1.1 Bangunan Pengarnbil Air IBaku

I Perneliharaan dan SWP II.A pada API3N/ Kcmcnlcrlnn Dinas PUTR POAM
Pembangunan Rangunan Blok II.A.2 APBD Pckcrjaan
Pengambil Air Baku KOlb./ Umum

BUMO dun Pcrumahan
Rakvut I

1.1.2 JariMan Trunsmisi Air Baku I
I Pemeliharaan dan SWPII.A APBN/ Kernenrerian Dinas pum PDAM

Pembangunan Jaringan APBD Pekerjaan
Transmisi Air Baku Kab./ Umutn

BUMD dan Perurnahan
Rakyat

C,S Perwujudan Rencana I I.Jarinnan Persnmpahan
I I 03 07 Program IPenaernbanzan Permukiman

1.1 Ternpat Pengelolaan Sampah i
I

Reuse. Reduce, Recycle
I I

ITPS3RI I I

I 1 03072.01 0007 • SWP II.A APBO - - Oinas Swasta IPembangunan dan pada Rlok Kab./ PUTR/Dinas
Pengopurnalan Fungsi II.A.2. Swasta Lingkungan
Tempat Pcngclclaan Sampah • SWP II.A Hidupj'Dinas
Reuse, Reduce, Recycle pada Blok Pcrurnahan
(TPS3R) I1.B.3. dan Kawasan

Permukiman
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:2 Penyusunan Master Plan WP Kawasan APBD Kab. - Dinas

Pcrsampuhan Pcrkotann Lingkungan
Latimoionz Hiduo

C.6 Perwujudan Rencana
Jnrinl!:a.n Dralnasc

J I 03 06 Program Pengelolaan
dan Pengembangan Sis tern
Drainase

1.1 Jtl.ringan Drainusc Primer
I I 03062.01 0029 SWPIJ.A, APBD Kab, - Dina. PUTR -

Pembangunan don SWP II.B, dan
Peningkatan Jaringan SWP II.C.
Drainase Primer

:2 PenYUHunanDoku,nen

I
WP Kawasan APBD Kab. - - I Dines PUTR

IMoscer PIon Drainase Perkotaan I
Latimojong

1.2 .Jaringan Drainnsc Sckundcr

I 1 1 03062.010029

I
SWPII.A, APJ3D Kab. - Dinas PUTR -

I t t
IPembangunan dan SWP II.B, dan

I Peningksran Jaringan SWPll.C.
Drainase Sekunder

I 2 Penyusunan Dokumen WP Kawasan APBD Kab. - - Dinas PUTR

I IMosler Plan Drainage Perkotaan
Latimojong

C.7 Pcrwujudan Rencana
I IJaringan Prasarana Lainnva

1 1 05 03 Program
Penanzgulanaan Bencana

1.1 .Jalur Evakuasi Bericana
I I 05032.020013 jalur evakuasi APB)) Kab. - BPBD/Dinas -

Pcnycdiann Pcnunjuk Arah bcncana PUTR / J)!nas
Jnlur Evakuasi Bcncana melintas di Liugkungan

SWP II.A, Hidup
SWP 11.8, dan
SWPll.C.

1.2 Ternpat Evakuasi
1.2.1 Titik Kumpul T

I Pcnctapan Ternpat Titik APBD Kab, - - BPBD/Dinas
Kumpul PUTRiDinas
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• SON 643 Lingkungan

Grunaru di Hldun
2 Penyediaan Rarnbu 'Siqnaqe SWPIJ.A AP13D l<ab. - - SPSD/Dines -

I
Titik Kumpul pads Blok PUTR/Dinas

1I.A.3. l.ingkungan
• Koramil ~.--- Hidup

3 Perneliharaan Lokasi Titik 1403-05 APBD Kab. BPBD/Dinas
({1I III pu I Bastem di PUTR/Dinas

SWPIJ.C Lingkungen
pada Blok Hidup
H.C.I.

• Lapangan
Voly
Kadundung
eli SWPII.B
pad a Bluk
II.B.1.

• Gereja

IProtestan
Jemaat
Cabang

IPattedong 1
di SWPll.C
pada Blok I, lI.C.1.

1.2.2 Temnat Evakuasi Semcntara
I I 05 042.050005 • Kantor AP13D Kab. - 13P13D/Dinas

Pcnetapan Tempat Evakuasi Desa PUTR/Dinas
Scmcntara Pajang di Lingkungan

SWPII.A 1--=-- Hlclup
2 Penyediaan Rambu ' Sign age pada Blok APBD KHb. - BPBD/Din"s -

Tempat Evakuas] Sementara II.A.2. PUTR/Dinas
• Kantor Linglrungan

Dcsa Hidup
3 Penyediasn Sarana dan Boneposi di APBD Kab. -

I
BPBD/Dinas -

Prasarana Pendukung SWPII.A PUTR/Din8s

I
Ternpat Evakussi Sernentara pacta Blok Lingkungan

lI.A.2. Hidup
• Masjid AI IMuiahidin



. . .. , ..
~ ~ !.

LlCiI:iillT L:Elli I.~ I..!'31llI
.~. -~ _Li1 ~I'WoLI.Wi.I

~~ ~
. Ilml ~ , i~

I . I I I

E!!!tD ''D~ ,"Ui!I1Il]mjn, di SWP 11.8 I

pada 810k
11.8.2 .

• UPTD
Puskcsmas
Latimojong
di SWP II.C
pads 810k
II.C.1.

• Kantor
Desa
Tabang di
SWPII.C

I
pada 810k
II.C.I. I

I 1.2.3 Tcmpat Evakuasi Akhir , I,
1 Penetapan Ternpat Evakuasi Puskeamas AP8D Kab. BPBD/Dina~

I I I I IAkhir I Latimojong di PUTR/Dinas
SWP B.A pada Linglrungan

, Blok 11.A.2 Hidup I
2 Pcnycdiaan Rambuy Signage APBD Kab. BPBD/Dinas -

Ternpat Eval<uasi Akhir PUTR/Dinas
Lingkungan
Hidup

3 Penyediaun Saran a dan APSD Kab. BPSD/Dinas
Prasaranu Pendukung PUTR/Dinas
Ternpat 8vakuasi Akhir Lingkungan

~
Hidup

Pelaksanaan Mitigasi WP Kawasan APBD Kab. BPBD/Dlnas -
Bencana (Struktural dan Perko!" an PUTR/Din>ls
Non Struktural] Latimojong Lingkungan

Hidup
II. JliClLilti.dG: :uRc:AlfA . .' :- .:. ·1

A Perwuiudan Zona Lindunz I I I 1 I

:\.1 Zona Hutan Lindtmg ,
I Program Pemeliharaan Zona I I IHuran Lindung

1.1 Sub-Zona Hutan Lindung I , I I , I
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I Pcmcliharaan Sub-Zona

I
SWP U.B pada APBN Kcmcntcrian -

Hutan Llndung Blok 11.B.3 Lingkungnn
Hidup dClJ1
Kchutnnnn

2 Pcnccgahan dan Pcmbatasan APBN Kcmcnlcrian - -
I<crusakun Kawasan Hutan Llngkungan

Hidup dan

~
Kehutanan _.

I(;;-n" ervas! Huran Lindung AI'BN Kernenterian - - -
Lingkungan
Hidup dun
Kehuranun

4 Invcntnrisasi Pcrnanfaatan
I

APBN Kerncnterian

I
- -

I
Hutan Lindung Lingkungan

Hidup dan
Kehutanan

:\ 2 7.ona Perttndungan Scternpat
I Program Pemeliharaan Zona

Perlindungan Serempar
1.1 Sub-Zona Perlindungan I I

I Seternpat ,
I Pemeliharaan Sub-Zona • SWpn.A APBD Kab. - - Dinas -

I I
Pcrlindungan Setempal pada Blok PUTR/Dinas

BIoI< [I.A.I, Lingkungan
BIoi, [I.A.2, Hidup

2 Penetapun Barns Sub-Zona dan Bioi, APBD Kab, Dinas -
Perlindungun Set em pal [I.A.3. PUTR/Dinus

• SWP II.B Lingkungan
pada Blok Hiduo

;1 Peuataan Sub-Zona [['B.I, BioI< APBD Kub. - Dinas
Perlinduugan Scternpat II.B.2, clan PUTR/Dinas

BioI< [[.B.3. Lingkungan
• SWP [I.C Hidun

4 Soelnltsaet Pcmanfaatan pada Blok APBD Kab. - - Dinas -
Sub-Zona Pcrlindungan [[,C.2. PUTR/Dinas
Sctcrnpat yang Dckal dengan Lingkungan
Zona Perrnukimarr/ Area Hidup
Terbangun

A.3 Zona Ruanz Terbuka Hijau :
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J 2 11 04 Program Pengelolaan

IKcanekaragarnan Hayati
IKEHATII

1.1 Sub-Zona Rimba KOla
J 2 11 042.01 0004 SWP 11.B pada APBD Kab, - Dinas

Pengembangan Sub-Zona Blok IJ,B.3 PUTR/Dinas
Rimba KOla Lingkungan

Hidup
2 3 28 03 1,04 0004 APBD Dinas Dinas

Pcnghijauan Lingkungan Prov,/APBD Lingkungan Lingkungan
.Rimba Kota Kab, Hidup dan Hidup

Kchutanan
3 3 28 03 1,04 008 APBD Dinas Dinas

Pernbinaan dan Pengawasan Prov,/APBD Lingkungan Lingkungan
dalam rangka Pemanfaatan Kab. Hidup dan Hidup
Rimba Kota Kehuianan

4 :~ 28 03 1.05 0002 APBD Dinas Dinas
Pencegahan dan Pembatasari Prov./APBD Lingkungan Lingkungun
Kerusakan Rimba Kola Kab. Hidup dan Hidup

Kehutanan
1.2 Sub-Zona Taman Kate
I 2 11 042,010004 SWP lLA pada APBD Kab.

I

Dinas -
Pengembangan Sub-Zona Blok ILA,2 PUTR/Dinas
Taman KOla Linglrungan

Hidup
2 2 II 042.010004 APBD Kab. - Dinas -

Penanamun .Jenis Tanaman Lingkungan
Lokal Hidup

3 Penyediaan Sarana dan APBD - Dinas Swasta
Prasarana Pendulcung Kab./ Lingkungan
Taman Swasta Hid\lj)_

4 Pengualan Kapasitas dan APBD Kab, - Dinas Sosial -
Pcmbcrdayaan Masyarakat
di Sekitar

1.3 Sub-Zona Taman RW
J 2 11 042.010004 SWP ILA pada APBD Kab. - Dinas

Pengcmbangan Sub-Zona Blok 11.A.3 PUTR/Dinas
Taman RW Lingkungan

Hidup
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2 2 11 042.010004 APBD Kab. - Dinas
Penanaman .Jcnis Tanarnnn Hid~""~'Lokal

3 -c"ycul~"1 Sarana dan AP9D Dinas Swasta
Prasarana Pcndukung Kab.j' Lingkungan
Taman Swasta Hidup

1.4 . Taman RT
I Pengembangan Sub-Zona SWPII.A APSD Kab. - Dinas -

Taman RT pada 810k PUTR/Dill"S
II.A.I. Lingkungan

• SWP II.B HiclllJ:l
2 2 11 04 2.0l 0004 pada Blok APBD Kab. Dinas

ppM~Mon".n Jenis Tariaman II.B.3. Lingkungan
Lokal • SWP n.c Hidup

3 ~enyediaEln_Sarana dan pada Blok APBD Dinas Swasta
Prasarana Pendukung II.C.2. Kab./ Lingkungan
Taman Swasta Hidup

1.5 Sub-Zona ~al

1 2 11042.01 0004 SWP II.A pad a APSD I<ab. - Dinas PUTR/
Pengembangan Sub-Zona Blok II_A.l Dinas
Pernakarnnn Lingkungan

I-lidup
2 Perneliharaan Pern a lca ru a n APBD Kab. - Dinas

Lingkungan
Hidup

3 Rehabilitasi Sarana dan APBD Kab. Dinas
Prasarana Pemakaman I.; olakunoElI1

Hidup
1.6 Sub-Zona Jalur Hiiau
! Pengembangan RTH di Jalur SWP II.A pada APBD Kab. - Dinas PUTR/

I
Hijau Blok Il.A.! Dinas

dan Blok Lingkungan
II.A.3 Hidup

2 Penanaman Vegctasi di Jalur APBD - Dinas Swasta

I
Hijau Kab./

~;~~lI1gf'1lSwasta
3 Pemasangan Rarnbu Lalu APBD Kab. - Dinas -

Linlas
~i~~:;~"gQn
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4 Perneliharaan JaJur Hijau APBD -
~~~':lInon"

Swasta

Swasta Hidup
j\.~. .Zona Badan Air I

1 ~ro!lramP~",o~lnlQQ'" Zona
Badan Air

1.1 Sub-Zona Badan Air
1 Perneliharaan dan • SWP ILA APBD Kob. Dinas -

Not-malise si Sub-Zona Barian pad a Blok PUTR/Dinas
Air Blolt II.A.!, Linglcungan

Blolt U.A.2, Hidup
dan Blolt
Il.A.3.

• SWPII.B
pada Blok
II.B.I. Blok
II.B.2, dan
Blolt II.B.3.

• SWP ILC
pad a Blok
1l.C.2.

B P••~,,;, an Zan" ""..t;,bu<>
B.I Zona P"rk"bu"an Rakyat
I 3 27 02 Program Penyediaan

dan Pengernbangan Saran a
Pertanian

1.1 ~~;~na Perkebunan

I 3 27 03 2.0 I 0005 • SWP Il.A IIPBNI 1(, en t •• ;~ - Dinas
327032.100010 pada Blok APBD Kab. Pertanian Pcrtanian
Pcngem bangan Prod uksi Il.A.l, Blok
Pcrtaninn pada Sub-Zona II.A.2, dan
Perkcbunan Rakyat Blok II.A.3.

2 ~enyedialln Saran a d, • SWP II.B APBNI Kernenterian - Dinas -
Prasarana Pendu t~~~y~~ pad a Blok APBD Kab. Pertanian Pertanian
Zona Perkeburian II.B.l, Blok

3 Pengembangan Komoditas 11.8.2, dan ~~~/. Kernenterian - Dinas
Unggulan Perkebunan Blok II.B.3. APBD Kab. Pertanian Pertanian

• SWP II.C
pada Blok
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II.C.I dan I I IBlok II.C.2. I
8.2 Zona Pertaman

I 3 27 02 Program Penyediaan
dan Pengernbangan Sarana
Pertanian

1.1 Sub- Zona Tanaman Pangan
1 327032,01 0005 • SWP Il.A APBN/ Kernenterinn Dinas .

327032,100012 pada Blok APBD Kab. Perrania n Pertanian
Pengembangan Prcduksi [[,A,I, BioI<
Pertanian pad a Sub-Zona II,A,2, dan
Tanaman Pangan 8101< II.A,3,

2 327032,020010 • SWP II.B APBN/ Kemenrerian I Dinas .

I IPembangunan Jaringan pad a Blok APBD Kab, Pertanian Pertanian/ IIrillasi II.B,I dan Dinas PUTR
I 3 327 03 2,01 0005 810k II.B,3, APBD !(ab, Dinas

I I I
Pcngcndalian dan Pertanian I
Pcmanfaatan Kawasan I IPertaruan

4 327032,010015 APBD Kab, . I Dinas -
IPengelolaan Lahan Pertanian Pertanian !

Pangan Berkelaniutan/LP2B I I
5 3 27 03 2.02 0009 APBN/ Kernenterian Dinas Dina.

Pembangunan, Rehabilirasi APBD Pertanian Tanaman Pertanian
dan Pemeliharaan Prasarana Prov,/APBD Pangan dan
Pertanian Lainnya J(ab, Hortikultura

1.2 Sub- Zona Hcrtikultura
I 3 27 032,0 I 0005 • SWP II.A APBN/ Kementerian Dinas

327032,100011 pad a Blol< APBD Kab. Pertanian Pertanian
Pengernbangan Produksi II.A,I, Blol<
Pertanian pada Sub-Zona II.A.2, dan

~
Horllkullura Blok II.A,3. -327032,01 DOli • SWP II.B APBN/ Kementerian - Dinas
Pengendalian dan pad a Blok APBD Kab. Pertanian Pertanian
Pemanfaaten Prasarana II.B.I, Blok
Pengolahan HasH II.B.2, dan ,
Hortikulturu Blok II.B,3.

3 Pcnyediaan Sarana dan • SWP II.C APBN/ Kerncntcrian Dinas
Prasarana Pend ukung pad a Blok APBD Kab, Pertanian Pertanian
Hortikulrura II.C.l.
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1.3 Sub-Zono. Pcrkcbunan

I Pengembangan Produksi • SWP II.A APBN/ Kementerian - Dinns
Pertanian pada Sub-Zona pada Blok APBD Kab, Pertanian Pertanian
Perkebunan II.A. I, Blok

2 Penyediaan Sarana dan II.A,2, dan APBN/ Kernenterian Dinas IPrasarana Pendukung Sub- Blol,II.A,3, APBD Keb. Pertanian Pertanian
Zona Perkebunan • SWPII.B

3 Pengcmbangan Komoditas pada Blok APBN/ Kemcnterian Dinas

IUnggulan Pcrkcburran 11.8.1, Blok APBD Knb. Pcrtanian Pcrtanian

I
11.8.2, dan
Blok 11.8.3.

• SWP ll.C
pada Blok

III.C.I dan
Blok II.C.2.

B.:i Zona Pertumbanaan I ,
I 3 25 04 Program Pengelolaan

Pcrtarnbangan
1.1 Sub-Zona Pertambangan

11
Mineral Loaam
Pengembangan Sub-Zona SWP II.B pada APBN/ Kerneruerian Dinas Energi - Swasta

I I
Pertarnbangan Mineral Blok II.B.I APBD Energi dan dan Sumber
Logam dan Blok Prov./ Sumber Daya Daya Mineral III.B.2 Swasta Mineral

2 Peningkatan Kapasitas SOt.! APBN/ Kerncntcrian Dinas Encrgi Dinas Energi Swasta
Masyarakat Sekitar Kawasan APBD Energi dan dan Sumber dan Sumbcr
Pertarnbangan Prov./ Sumbcr Dnya Daya Mineral Daya

Swasta Mineral Mineral/Dinos
Soaial

3 Pengcndalian dan APBN/ Kerncntertan Dinas Encrgi - Swasta
Pcngawasan Pclaksanaan APBD Rncrgi dan dan Surnbcr
Pcrizinan Usaha Provo / Sum bel' Dnya Daya Mineral
Pertambangan ~Jasla Mineral

4 3 29 03 1.04 1005 APBN/ Kernenterian Dinas Energi - Swasta

I
Pelaksanaan Reklamasi APBD Energi dan dan Surnber
Pasea Tambang ber samu Prov./ Sumber Daya Daya Mineral
Pernegang Izin Swasta Mineral

B.4 Zona Pernbangkitan Tenaga
Listrik I
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J 326022.01 0005 SWP JI.B pada APBD Kllb. - Dinns

IPengcrnbangan Sub-Zona Blok II.B.2 Pnriwisuta
Pariwisata

2 326022.01 0008 APSD Kob. - Dtnas -
Pclalihan Pcngcmbangan Pariwisata
Kornpctcns! SDM Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif

3 3 26 02 2.02 0004 APBD Kab, Dinas -
Pembangunan Infr'as tt-u ktur- Pariwisata
Pariwisata Desa berupa
.lulnn Setapak, Sara. n a MeK,
dan Air Bersih

4 2 11 042.010004 APBD Kab. Dinas

I I I
Penycdiaan dan peningkatan

I
Pariwisata

kualitas RTH di Sub-Zona
Pariwisata

13.6 Zona Perumahan
1 I 03 07 Program

Pengembangan Pennukiman
1 1 03 07 3.02 0003 WP Kawasan APBN/ Kernenterian - Dinas Swasta

Pcngcrnbangan Perumahan Pcrkotaan APBD Pckcrjaan PUTR/Dinas
Bartl yung Dikcrnbangkan Latimojcng Kab./ Umum dan Peru mahan
Baik oleh Pengembang, Swasta Perurnahan dan Kawasan
Pernerintah maupun Rakyat Perrnukiman
Masvarakat

2 215044.050001 APSD Kab. - Dinas
Penyusunan Dokumen Perumahan
RP3KP Kabupatcn Luwu dan Kawasan I

~
Perrnukiman

215044.050001 ApSD Kab. - Dinas
Penyusunan Dolrumen Perumahan
I~P2KPI(PK dan Kawasan

Permukiman
4 1 04 052.01 0002 APSD Kab. Dinas -

Pengembangan Infrastrukrur PUTR/Dimls
Dasar Permukiman untuk Perumahan
Mewujudkan Lingkungan dan Kawasan
vans Sehat dan Aman Permukiman

1.1 Sub-Zona Pcrumahan
Kcoadatan Scdang
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I I 03 073,02 0003 • SWP (I.A APBN/ Kcmcnterien
~~~~/Dinas

Swasta I
Pembangunan, Penataan pad a Blok APBD Pckcrjaan
dan Pemcliharaan IlAI, Blok Kab,/ Umum dan Perurnahan
Lingkungan Pcrumahan II.A.2, dan Swasta Pcrurnahan dan Kawasan
yang Layak Huni urituk BIoI< IIA3. Ral<yUl Perrnukiman
Perumahan Umum di Sub- • SWP II.B
Zona Perumahan Kepadaran pad a Blok
,sedang II.B.1.

2 2 j 1 042.01 0004 APBD Kab. Dinas -
Pcnycdiaan RTH sebesar PUTR/Dinas
10% di Sub-Zona Perurnahan
Perumahan Kcpadatan dan Kawasan

~ang Pcrmukiman
1.2 ~~b.Zona =an

J J 03 073.02 0003 SWPIJ.A
~~~/

Kernenterlan Dina. Swasta
Pembangunan, Penataan pada Blok Pekerjaan PUTR/Dinas
dan Pemeliharaan 1I.A.2 dan Kab./ Umwn dan Perurnahan
Lingkungan Perumahan Blok II.A.3. Swasta Perumahan dan Kawasan
yang Layak Huni untuk • SWP II.B Rakyat Pennukiman
Perurnahan Umurn di Sub- pada Blok
Zona Perurnahan Kepadatan I1.B.I, Blok
Rendah I1.B.2, dan

2 2 11 042.01 0004 Blol< II.B.3. APBD Kab, Dina. -
Pcnycdiaan RTH sebesnr • SWP II.C PUTR/Dinas
J O'''<J di Sub-Zona pada Blok Perurnahan
Perumahan Kcpadatan Il.C,\ dan dan Kawasan
Rcndah Blok n.C.2. Pprm,,1r;,,' In

B.7 Zona Sarana Pclayanan
..llllll,lm

1 !.04 05 PrOg~:lsa
~"'''5~~.~' arana

~d'!!!J.lt:ilit_as Umum
1 I ,SPU Skala ,
I 101021.010014 SWPII.A APBD - Dinas Dina. Swasta

Penyediaan Sarana dan pada Blok Prov./APBD Pendidikan PUTR/Dinas
Prasarana Penunjang II.A.I dan l{ab./ dan Pendidikan
Pcndidi.kan pad a Sub-Zona BIoI< II.A.2. Swasra Kebudayaan
SPU~K~~"m
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2 1 02022,01 0003 • SWP II,B APBD - Dinas Dinas Swasta I

Pernbangunan dan pada Blok Prov,/APBD Kcschatan PUTR/Dinas I I
Pcningkatan Kualitas II.B,1 dan Kab,/ Kcschatan

I

I
Fusilitas Kcschatan pada Blok 11.B,2 Swasta
Sub-Zona SPU Skala • SWP fI.C I
Kccamarnn pad a Blok

II.C.2.

1-1,2 SPU Skala Kclurahan
1 10102 1.01 0014 • SWP 11.A APBD Dinas Dinas Swasta

Penyediaun Sarana dan pada Blok Prov,/APBD Pendidikan PUTR/Dinas
Prasarana Penunjang H.A.I, Blok Kab./ dan Perididikan
Pendidikan pada Sub-Zona J[.A.2, dan Swasta Kebudayaan
SPU Skala Kelurahan Blok 11.1\,3, I

2 1 02022.01 0003 • SWP 11.B APBD Dinas Dinas Swasta I
Pernbangunan dan pada Blok Prov./APBD Kcsehatan PUTR/Dinas
Pcnlngkatan Kualitas II.B.2 dan Kab./ Kcschntnn
Pasilitas Kcsehutun pada Blol< II.B.3. Swasta
Sub-Zona SPU Skala • SWP H.C
Kelurahun pad a Blok

II,C.I dan
Blok II.C.2.

B.I! Zona Pcrda zanzan dan Jasa
, ,

I 3 30 02 Program Perizirian I Idan Pcndaflaran Pcrusahaan
1.1 Sub-Zona Pcrdagangan dan I.lasa Skala WP

1 330022.01 0001 SWP II.A pad a APBD - Dinas Swasta I
Fasilitasi Pcrizinan Pasar Blok II.A.1 Kab./ Kopcrasi,
Rakyat, Pusat Pcrbclanjaan, dan Blok Swasta UKM,
dan Toke Swalayan pad a. II.A,2, dan
Sub-Zona Pcrdagangan dan Pcrindustriari/
Jasa Skala WP Dina.

Pcrduzanaan
2 Pengernbangan Pasar SWP II.A pada APSD Dinas PUTR/ Swasta ITradisional BIok II.A. 1 Kab,/ Dinas

Swasta Pcrdaaanzan
3 330022.010001 SWP II.A pada APBD Dinas Swasta

Fasilirasi Perizinan Pasar Slok II.A.I K:lb,/ Koperasi.
Rakyar, Pusat Perbelanjaan, dan Blok swasta UKM, dan
dan Tolco Swalavan oada II.A.2. Perlndustrian I
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Jasa Ska{:~P
dan ~inas I

1.2
~~~~o=a SWP'

'dan

] 330022.01000] • SWP ]I.A APBD - Dinas S\vasta
Fasilitasi Perizinan Pasar pad a 810k Kab./ Koperasi,
Rakyat, Pusat Perbelanjaan, II.A.l dan Swasra UKM, dan
dan Taka Swalayan pada Blok 1I.A.2, Perindustrian/
Sub-Zona Perdagangan dan • SWP II.B Dinas
Jasa Skala SWP pad a Blok Perdagangan

((.B.2 dan
Blok 11.8.3. 1

• SWP II.C
,
I

pad a Blok I

H.C.] dan I I I
Biok II.C.2

B.9 Zona
I

~ ?!_08 ::o~~~:n:cnalaan

1::1 ~Zona Perkantoran
-

1 1 03082.01 OO!!:, SWPII.A APBD - - Dinas PUTR Swasta
Pernbangunan dan pada Blok Kab./
~engemballgan Sub-Zona II.A, I dan Swasta

Blok II.A.2.
2 215044,050001 • SWP II.S APBD Kab, Dinas PUTR I I

Penyusuan Dolrumen pada Blok 1

Rencana Tata Bongunan dan II.B.I dan

D.:~~ '0' (RTBL) Kawasan Blok II.B.2.
• SWP II.C .-3 :2 15044,05000] pad a Blok APBD Kab. - Dinas pum

Penyusunan Dokumen II.C.!'
Master Plat! Kawasun
"_.1, ,,~

B,10 Zona Peruntukan Luinuva
I 1 6307 Programpermukiman

1.1 <>"h 7n~o, Inatalasi

ID.~nnlo"'o~ Air Minum
IlPMfl i
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I 103072.010021 SWP II.A pad a APBD Kab. - Dina.
103072.010024 Blok JI.A.2 Pcrtnniany
103072.010030 Dinas
Pcngcndalian Alih Fungsi Pcrtnnnhan/

I

LahW1 L1i Lahan Dinas PUTR

I
Pengcmbangan lnstalasi
Pengolahan Air Mlnum
(tPAM]

2 103072.010021 APBD Kab. - Dinas -
II 03 072.0 I 0024 Pcrtauianj'

I 03 07 2.01 0030 Dinas
Pcnyusunan Dokumcn Pcrtanahan/

IRISPAM Dinas PUTR
B.II Zona Pengelolaan I~rsflnlPahan
I 1 03 07 Program IPenaembanaan Permukiman

1.1 Sub-Zona Pengelolaan
PcrsW1---'.Pahan

I I 03072.01 0023 • SWPll.A APBD - - Dinas swasre
Pernbangunan Ternpat pada Blok Kab./ Lingkungan
Pengelolaan Sampah Reduce, II.A.2. Swasta Hidup
Reuse Recycle (TPS3R) • SWPII.B

2 2 15044.050001 pada Bioi, APBD - Dinas Swasta
Penyusunan Master Plan. II.B.3. Kab./ Lingkungan
Persampshan Swasta Hidup

B.12 Zona Pertahanan dan

~
Kcarnannn
Sub-Zona Pertrihanan dan I'
Kearnannn

1 Pcngcmbungan dan Korarnil 1403- APBN Kcrncntcrian - TNI
Pemeliharaan Sub-Zona 05 Bastern di Pertahanan
Pertahanan dan Kearnanan SWP II.C pada

Blok II.C.l

~ Zona Budan Jalali I

J I 03 10 Program IPenyelenggeraan .Ialan

r--4-!-- Sub-Zona Badan -Jalan
I 103102.010030 APBD Kab, - Dinas PUTR



II.A
pnda Blok
ll.A.l, Blok
II.A.2, dan
Blol'II.A.3 .

• SWP II.S
pada Blok
II.B.l, Siok
1I.S.2, dan
Blok 11.8.3 .

• SWP II.C
pad a Blok
II.C.l dan

Dines PUTI~

MUH. SALEH
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LAMPlRAN XVI
Peraturan Bupati Luwu
Nomor : 3I 'l'"AHUN' 2024
Tanggal : 3I Juli2024
Tentang : Rencana UeTail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Latimojong

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN
SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air dengan kode BA
,

, ,"
.,:~.,_ ~o ~.~. .. :at~aG:i!;. • :';'\ - T<. ..,.-

,>t)L±:L. ~i'~,. ':fii:,.,~ '. ,2~ .;. ..'c -,0
, .

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 0%
b. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimum 0%
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 0%
d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB)maksimum 0
f. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimum -
II Ketentuan Tata Bangunan
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum -
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
c. jarak bebas antar bangunan minimal -
d. jarak bebas samping (JBS) minimum -
e. jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal



h. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum

Zona Hutan Lindung dengan kode HL

i. koefisien dasar hijau (KDH) minimal

j. luas kaveling minimum

k. koefisien tapak basement (KTB) maksimum

1. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksirrrum

Ketentuan Tata Bangunan

bangunan (GSB) minimum
ketinggian bangunan (TB) maksimum

ak bebas antar bangunan minim
1. jarak bebas samping (JBS) minimum
j. jarak bebas belakang (JBB)
III Ketentuan

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS
r::trn. t:-:I., . 1':r::iiI (liT. 1~7' ~ :iEEB(.l':S ~ nmftl rim- - '~

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
m. koefisien dasar bangunan (KDB) maksirnum 10%

n. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1

o. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%

p. luas kaveling minimum -

q. koefisien tapak basement (KTB) maksimum 0

r. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimurn -



II Ketentuan Tata Bangunan
k. ketinggian bangunan (TB)maksimum -
L garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
m. jarak bebas antar bangunan minimal -

n. jarak bebas samping (JBS) minimum -

o. jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

a. koefisien dasar bangunan (KDB)maksimurn 5%

b. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimum 0,1

c. koefisien dasar hijau (KDH)minimal 95%

d. luas kaveling minimum

e. koefisien tapak basement (KTB)maksimum

f. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimum

• jalur pejalan kaki dan jogging track;
• bangku taman, Iampu taman, dan tempat sampah;
• rambu jalur evakuasi bencana;
• sumur biopori; dan
• memiliki hidran.



a. koefisien dasar bangunan (KDB)maksimum 15%

b. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimurn 0,1

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 85%

d. luas kaveling minimum

e. koefisien tapak basement (KTB)maksimum

f. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimum

• pedestrian;
• jaringan drainase dan penyiram tanaman;
• jaringan listrik, penerangan jalan, dan air bersih;
• jaringan dan pengelolaan persampahan;
• halte angkutan umum;
• pelataran parkir kendaraan mobil dan motor;
• mushallah/langgar;
• fasilitas toilet;
• fasilitas pusat informasi pengunjung;
• aksesibilitas untuk difabel;
• fasilitas keamanan pos jaga;
• sumur biopori;
• memiliki hidran; dan
• rambu ur evakuasi bencana.

Sub-zOiii\T~RW dengan kode RTli!§



a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20%

b. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimum 0,1

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%

d. luas kaveling minimum -
e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimum -
II Ketentuan Tata Bangunan
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum 4,5 m
b. _garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
c. jarak bebas antar bangunan minimal -

~ jarak bebas sam2ing PBS) minimum -
e. jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

• jalur pedestrian;
• jaringan drainase dan penyiram tanaman;
• jaringan listrik, penerangan jalan, dan air bersih;
• jaringan dan pengelolaan persampahan;
• halte angkutan umum;
• pelataran parkir kendaraan mobil dan motor;
• mushallah/langgar;
• fasilitas toilet;
• aksesibilitas untuk difabel;
• fasilitas keamanan pas jaga;
• sumur biopori;
• memiliki hidran; dan
• rambu jalur evakuasi bencana.

Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20%

b. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimum 0,2



c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%

d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB)maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimum -
II Ketentuan Tata Bangunan
a. ketinggian bangunan (TBl maksimum 4,5 m
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
c. jarak bebas antar bangunan minimal -
d. jarak bebas samping (JBSl minimum -
e. jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

• jalur pedestrian;
• jaringan drainase dan penyiram tanaman;
• jaringan listrik, penerangan jalan, dan air bersih;
• aksesibilitas untuk difabel; dan
• rambu jalur evakuasi bencana.

~"'ITlilY£oTi'F.' ..... . ,tr-..,uf'1".f":r.." 'lrr;r;at~.111;t~'1 : ..•..

-;'~
:. c'. ::'

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 30%

b. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimum 0,2

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70%

d. luas kaveling minimum -
e. koefisien tapak basement (KTB)maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimum -

II Ketentuan Tata Bangunan
f. ketinggian bangunan (TBj maksimum 4,5 m
g. garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
h. jarak bebas antar bangunan minimal -
i. jarak bebas samping PBS) minimum -



j. jarak bebas belakang (JBB) minimum I -
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

• jalur pedestrian;
• jaringan drainase dan penyiram tanaman;
• jaringan listrik, penerangan jalan, dan air bersih;

• aksesibilitas untuk difabel; dan
• rambu jalur evakuasi bencana.

ZONA BUD I DAYA

Zona Badan Jalan dengan kode BJ

~"\I:n;r;rn,~~~[;!J

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
s. koefisien dasar bangunan (KDB)maksimum -
t. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimum -
u. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%

v. luas kaveling minimum -
w. koefisien tapak basement (KTB)maksimum -

x. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimum -
II Ketentuan Tata Bangunan
p. ketinggian bangunan (TB)maksimum -

q. garis sempadan bangunan (GSB) minimum -

r. jarak bebas antar bangunan minimal -
s. jarak bebas samping (JBS) minimum -
t. jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

• rambu jalan;
• marka;
• alat pemberi isvarat lalu lintas;



• fasilitas pejalan kaki;
• larnpu penerangan jalan;
• patok pengarah;
• pagar pengaman;
• patok kilometer dan patok hektometer;
• patok rumija;
• rambu jalur evakuasi bencana;
• peredarn silau; dan
• temp at istirahat.

Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR

Sub-Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. kcefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%

b. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimum 0,1

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90%

d. luas kaveling minimum -
e. koefisien tapak basement (KTB)maksimum -
f. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimum 20%

II Ketentuan Tata Bangunan
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum 4,5 m
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
c. jarak bebas antar bangunan minimal -
d. jarak bebas samping (JBS) minimum -
e. jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

• jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;
• jaringan irigasi; dan

• sumber air bersih.



Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-l
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
g. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%

h. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimum 0,1

i. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90%

j. luas kaveling minimum -
k. koefisien tapak basement (KTB)maksimum -

-
1. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimurn 20%

II Ketentuan Tata Bangunan
f. ketinggian bangunan (TB) maksimum 4,5 m
g. garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
h. jarak bebas antar bangunan minimal -

i. jarak bebas samping (JBS) minimum -
j. jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

• jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;

• jaringan irigasi;

• sumber air bersih; dan

• jaringan listrik.
Sub-Zona Holtikultura dengan kode P-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
I-

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%

b. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimum 0,1

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90%

d. luas kaveling minimum -

I



e. koefisien tapak basement (KTB)maksimum -
f. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimum 20%

II Ketentuan Tata Bangunan
a. ketinggian bangunan (TB)maksimum 4,5 m
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
c. jarak bebas antar bangunan minimal -
d. jarak bebas samping (JBS) minimum -

e. jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

• jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;

• jaringan irigasi;

• sumber air bersih; dan

• jaringan listrik.
Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
g. koefisien dasar bangunan (KDB)maksimum 10%

h. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimum 0,1

i. koefisien dasar hijau (KDH)minimal 90%

j. luas kaveling minimum -

k. koefisien tapak basement (KTB)maksimum -

1. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimum 20%

II Ketentuan Tata Bangunan
f. ketinggian bangunan (TB)maksimum 4,5 m
g. garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
h. jarak bebas antar bangunan minimal -
i. jarak bebas samping (JBS) minimum -
j. jarak bebas belakang (JBB) minimum -



III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

• jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;

• jaringan irigasi;

• sumber air bersih; dan

• jaringan listrik.

Zona Pertambangan dengan kode T

Sub-Zona Pertambangan Mineral dan Logam dengan kode MLG
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB)maksimum 70%

b. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimum 1,4

c. koefisien dasar hijau (KDH)minimal 30%

d. luas kaveling minimum -
e. koefisien tapak basement (KTB)maksimum -
f. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimum -
II Ketentuan Tata Bangunan
a. ketinggian bangunan (TB)maksimum 10 m
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) jalan kolektor sekunder: 35 m

2) jalan lokal primer: 25 m
3) jalan lokal sekunder: 15 m

c. jarak bebas antar bangunan minimal -
d. jarak bebas samping (JBS) minimum -
e. jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

• ruang terbuka hijau;

• akses pejalan kaki yaitu bangunan ke bangunan, area transit umum ke bangunan dan area parkir ke bangunan;
• lebar jalur untuk pejalan kaki minimal 1,5 meter;

• permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip;



• memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, dengan lebar jalan minimum 8 (delapan)
meter;

• hidran umum harus mernpunyai jarak maksimal 200 m;
• tempat sampah dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu sampah organik dan non organik;
• drainase lingkungan tepi jalan;
• dilengkapi dengan unit pengolahan limbah menggunakan sistem off site;
• area parkir; dan
• rambu jalur evakuasi bencana

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB)maksimum 60%

b. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimum 1,2

c. koefisien dasar hijau (KDH)minimal 40%

d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB)maksimum -
f. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimum -
II Ketentuan Tata 8angunan
a. ketinggian bangunan (T8) maksimum 10 m
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) jalan kolektor sekunder: 35 m

2) jalan lokal primer: 25 m
3) jalan lokal sekunder: 15 m

c. jarak bebas antar bangunan minimal 6m
d. jarak bebas samping (J8S) minimum 6m
e. jarak bebas belakang (J88) minimum 6m
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

• jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 2 (dua) meter yang dilengkapi dengan penerangan jalan umum;



• ruang terbuka hijau (RTH)minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
• RTH dapat berupa vegetasi pembatas atau peredam kebisingan;
• memiliki jaringan drainase tertutup; dan
• rambu jalur evakuasi bencana.

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W
1 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB)maksimum 60%

b. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimurn 1,4

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40%

d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB)maksimurn -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimum -
II Ketentuan Tata Bangunan
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 m
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) jalan kolektor sekunder: 35 m

2) jalan lokal primer: 25 m
3) jalan lokal sekunder: 15 m

c. jarak bebas antar bangunan minimal 10 m
d. jarak bebas sam ping (JBS) minimum 10 m
e. jarak bebas belakang (JBB) minimum 10 m
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

• ruang terbuka hijau;
• jalur pejalan kaki dengan lebar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter yang dilengkapi dengan fasilitas seperti penerangan jalan umum, bangku

jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau;

• memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, dengan lebar jalan minimum 8 (delapan)
meter;



• utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
• terpenuhinya jaringan listrik, drainase, dan air bersih;
• tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik);
• tersedia prasarana pembuangan limbah domestik (sistem off site);
• drainase lingkungan tepi jalan;
• dilengkapi fasilitas penunjang wisata yaitu berupa toilet, musholla, parkir dan lain sebagainya;
• area parkir; dan
• rambu jalur evakuasi bencana.

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%

b. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimum 1,4

c. koefisien dasar hijau (KDH)minimal 30%

d. luas kaveling minimum 60 m2

e. koefisien tapak basement (KTB)maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimum -
II Ketentuan Tata Bangunan
a. ketinggian bangunan (TB)maksimum 10 m
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) jalan kolektor sekunder: 35 m

2) jalan lokal primer: 25 m
3) jalan lokal sekunder: 15 m

c. jarak bebas antar bangunan minimal 6m
d. jarak bebas samping (JBS) minimum 6m
e. jarak bebas belakang (JBB) minimum 5m
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun pada jalan kolektor, menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar



minimal 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter;
b. untuk lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan , yaitu:

1) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan
2) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.

c. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;
d. ruang terbuka hijau (RTH) publik pada perumahan kepadatan sedang minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
e. penyediaan lahan parkir diharuskan pad a tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing;
C penyediaan RTNH;
g. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
h. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum,.4 (empat)

meter;
i. tempat sampah dibedakan menurut jenis sampahnya (organik dan non organik);
j. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) atau dialirkan

ke saluran drainase sekunder atau drainase primer;
k, drainase lingkungan tepi jalan;
1. bangunan rumah memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari

sumber air tanah;
m. penyediaan SPU skala lingkungan ditengah perumahan; dan
n. rambu jalur evakuasi bencana.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%

b. koefisienlantai bangunan (KLB)maksimum 1,2

c. koefisien dasar hijau (KDH)minimal 30%

d. luas kaveling minimum 72 m?

e. koefisien tapak basement (KTB)maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT)rnaksimurn -

II Ketentuan Tata 8angunan ---



a. ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 m
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) jalan kolektor sekunder: 35 m

2) jalan lokal primer: 25 m
3) jalan lokal sekunder: 15 m

c. jarak bebas antar bangunan minimal 6m
d. jarak bebas samping (JBS) minimum 6m
e. jarak bebas belakang (JBB) minimum 5m
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun pada jalan kolektor, menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar
minimal 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter;

b. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;
c. ruang terbuka hijau (RTH) publik pada perumahan kepadatan rendah minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
d. penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing;
e. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
f. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat)

meter;
g. tempat sampah dibedakan menurut jenis sampahnya (organik dan non organik);
h. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) atau dialirkan

ke saluran drainase sekunder atau drainase primer;
i. drainase lingkungan tepi jalan;
j. bangunan rumah memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari

sumber air tanah;
k. penyediaan SPU skala lingkungan ditengah perumahan; dan
1. rambu jalur evakuasi bencana.

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%

b. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimum 1,2



c. koefisien dasar hijau (KDH)minimal 40%
d. luas kaveling minimum -
e. koefisien tapak basement (KTB)maksimum -
f. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimum -
II Ketentuan Tata Bangunan
a. ketinggian bangunan (TB)maksimum 10
b. garis sempadan bangunan (GSB)minimum 1) jalan kolektor sekunder: 35 m

2) jalan lokal primer: 25m
3) jalan lokal sekunder: 15 m

------- - ._--
c. jarak bebas antar bangunan minimal 6m
d. jarak bebas samping (JBS) minimum 6m
e. jarak bebas belakang (JBB)minimum Sm
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk;
b. untuk lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan, yaitu:

1) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan
2) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.

c. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;
d. ruang terbuka hijau (RTH)minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
e. penyediaan RTNH;
f. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga)meter dari garis tepi jalan;
g. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat)

meter;
h. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakanjenis sampahnya (organik dan non organik);
i. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) atau dialirkan

ke saluran drainase sekunder atau drainase primer;
j. drainase lingkungan tepi jalan;
k. bangunan sarana pelayanan umum dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana;
1. penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing; dan



m. rambu jalur evakuasi bencana.
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I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB)maksimum 60%

b. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimum 1,2

c. koefisien dasar hijau (KDH)minimal 40%

d. luas kaveling minimum -
e. koefisien tapak basement (KTB)maksimum -
f. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimum -
II Ketentuan Tata Bangunan
a. ketinggian bangunan (TB)maksimum 10
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) jalan kolektor sekunder: 35 m

2) jalan lokal primer: 25 m
3) jalan lokal sekunder: 15 m

c. jarak bebas antar bangunan minimal 6m
d. jarak bebas samping (JBS) minimum 6m
e. jarak bebas belakang (JBB) minimum 5m
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk;
b. untuk lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan, yaitu:

1) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor: dan
2) lebar trotoar sebesar 2 (dual meter untuk jalan lokal.

c. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;
d. ruang terbuka hijau (RTH)minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
e. penyediaan RTNH;
f. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
g. merniliki kerrrudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat)

meter;



h. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik);
i. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) atau dialirkan

ke saluran drainase sekunder atau drainase primer;
j. drainase lingkungan tepi jalan;
k. bangunan sarana pelayanan umum dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana;
1. penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing; dan
m. rambu jalur evakuasi bencana.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WPdengan kode K-2
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%

b. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimum 1,2

c. koefisien dasar hijau (KDH)minimal 30%

d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB)maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimum -

II Ketentuan Tata Bangunan
a. ketinggian bangunan (TB)maksimum 10
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) jalan kolektor sekunder: 35 m

2) jalan lokal primer: 25 m
3) jalan lokal sekunder: 15 m

c. jarak bebas antar bangunan minimal 6m
d. jarak bebas samping (JBS) minimum 6m
e. jarak bebas belakang (JBE) minimum 5m
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk;
b. untuk lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan, yaitu lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.
c. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;



d, ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
e, bangunan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu

pemadaman mandiri minimal selama 15 menit;
f. hidran umum harus merniliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses:
g. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
h, tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik);
i. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
j. drainase lingkungan tepi jalan;
k. penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-rnasing; dan
1. rambu jalur evakuasi bencana,

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWPdengan kode K-3
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a, koefisien dasar bangunan (KDB)maksimum 70%

b. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimum 1,2

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%

d, luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB)maksimum -
f. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimum -

II Ketentuan Tata Bangunan
a. ketinggian bangunan (TBl maksimum 10
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) jalan kolektor sekunder: 35 m

2) jalan lokal primer: 25 m
3) jalan lokal sekunder: 15 m

c, jarak bebas antar bangunan minimal 3m
d, jarak bebas samping (JBS) minimum 3m
e. jarak bebas belakang (JBB) minimum 3m
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk;



b. untuk lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan, yaitu lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal;
c. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan , fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;
d. ruang terbuka hijau (RTH)minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
e. hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses;
f. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadarn kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
g. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik);
h. tersedia prasarana pembuangan limbah dornestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
i. drainase lingkungan tepi jalan;
j. penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-rnasing; dan
k. rambu jalur evakuasi bencana.

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB)maksimum 60%

b. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimum 1,8

c. koefisien dasar hijau (KDH)minimal 40%

d. luas kaveling minimum -
e. koefisien tapak basement (KTB)maksimum -
f. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimurn -

II Ketentuan Tata Bangunan
a. ketinggian bangunan (TB)maksimum 10 m
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) jalan kolektor sekunder: 35 m

2) jalan lokal primer: 25 m
3) jalan lokal sekunder: 15 m

c. jarak bebas antar bangunan minimal 6m
d. jarak bebas sarnping (JBS) minimum 6m
e. jarak bebas belakang (JBB) minimum 6m



a. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi
dengan tempat parkir /jalur sepeda;

b. untuk lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan, yaitu:
1) lebar trotoar sebesar 3 (tiga)meter untuk jalan kolektor; dan
2) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.

c. ruang terbuka hijau (RTH)minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
d. RTHprivat berupa taman di halaman;
e. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 4 (empat)meter;
f. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik);
g. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
h. drainase lingkungan tepi jalan;
1. bangunan sarana perkantoran pemerintah dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana;
j. penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing; dan
k. rambu jalur evakuasi bencana.

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Inscalas! Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB)maksimum 60%

b. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimum 1,2

c. koefisien dasar hijau (KDH)minimal 40%

d. luas kaveling minimum -

e. koefisien tapak basement (KTB)maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimum -

II Ketentuan Tata Bangunan
a. ketinggian bangunan (TB)makaimum 10 m
b. garis sempadan bangunan (GSB)minimum 1) jalan kolektor sekunder: 35 m



2) jalan lokal primer: 25 m
3) jalan lokal sekunder: 15 m

c. jarak bebas antar bangunan minimal 6m
d. jarak bebas samping (JBS)minimum 6m
e. jarak bebas belakang (JBB) minimum 6m
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 2 (dua) meter yang dilengkapi dengan penerangan jalan umum;
b. ruang terbuka hijau (RTH)minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
c. RTHdapat berupa vegetasi pembatas atau peredam kebisingan;
d. memiliki jaringan drainase tertutup;
e. tersedia jaringan air bersih;
f. prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal;
g. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, dengan lebar jalan minimum 4 (empat)

meter;
h. memiliki hidran;
l. terdapat kantor pengelola dengan fasilitas penunjang berupa toilet bersama; dan
j. rambu jalur evakuasi bencana.

Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB)maksimum 60%
b. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimum 1,2

-c. koefisien dasar hijau (KDH)minimal 40%
d. luas kaveling minimum -
e. koefisien tapak basement (KTB)maksimum -
f. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimum -
II Ketentuan Tata Bangunan



a. ketinggian bangunan (TB)maksimum 4,5 m
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) jalan kolektor sekunder: 35 m

2) jalan lokal primer: 25 m
3) jalan lokal sekunder: 15 m

c. jarak bebas antar bangunan minimal 8m
d. jarak bebas samping (JBS) minimum 8m
e. jarak bebas belakang PBB) minimum 8m
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. jalan inspeksi dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) sampai 2 (dua) meter;
b. ruang terbuka hijau (RTH)minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
c. RTH dapat berupa vegetasi pembatas atau peredam polusi udara;
d. penyediaan lahan parkir:
e. tersedia parkir untuk loading dock atau antrian untuk tahap pembuangan sampah;
f. memiliki jaringan drainase tertutup;
g. tersedia jaringan air bersih;
h. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, dengan lebar jalan minimum 8 (delapan)

meter;
i. memiliki hidran;
j. terdapat kant or pengelola dengan fasilitas penunjang berupa toilet bersama; dan
k. rambu jalur evakuasi bencana.

Zona Pert aha nan dan Keamanan dengan kode HK

.~.:r.n~,,,,,,,,, 1~'~'II(*l •• t:.,,,,., !~~IIGS
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB)maksimum 60%

b. koefisien lantai bangunan (KLB)maksimum 1,8

c. koefisien dasar hijau (KDH)minimal 40%

d. luas kaveling minimum -



e. koefisien tapak basement (KTB)maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT)maksimum -

II Ketentuan Tata Bangunan
a. ketinggian bangunan (TB)maksimum 10
b. garis sempadan bangunan (GSB)minimum 4) jalan kolektor sekunder: 35 m

5) jalan lokal primer: 25 m
6) jalan lokal sekunder: 15 m

c. jarak bebas antar bangunan minimal 6m
d. jarak bebas samping (JBS) minimum 6m
e. jarak bebas belakang (JBB) minimum 5m
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi
dengan tempat parkir / jalur sepeda;

b. untuk lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan, yaitu:
3) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan
4) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.

c. ruang terbuka hijau (RTH)minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
d. RTH privat berupa taman di halaman;
e. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
f. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik);
g. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
h. drainase lingkungan tepi jalan;
i. bangunan sarana perkantoran pemerintah dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana;
J. penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing; dan
k. rambu jalur evakuasi bencana.

Sumber: Hasil Rencana Tahun 2023

MUH. SALEH
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